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ABSTRAK

PUTRI NORMASARI DARMAWAN. 022117013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan
Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Di bawah bimbingan : YOHANES
INDRAYONO dan WIWIK BUDIANTI.2022.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mengatasi perbedaan pengakuan antara akuntansi
dengan kententuan perpajakan pada akun pendapatan dan biaya. Penelitian ini bertujuan:
Untuk mengetahui koreksi fiskal pada akun pendapatan dan biaya telah sesuai peraturan
perpajakan atau belum. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal. Untuk
mengetahui perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan pajak terhutang.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang
terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 5
perusahaan. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang
digunakan adalah deskriptif komparatif dengan metode penelitian studi empiris, yang
mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai apa adanya.

Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan pada akun pendapatan dan biaya
mendapatkan hasil yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian, setelah
dilakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal menghasilkan perubahan terhadap penghasilan kena
pajak sehingga adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Selain itu, terdapat perubahan yang signifikan terhadap laba bersih
sehingga menimbulkan peningkatan dan penurunan pada jumlah penghasilan kena pajak.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu jenis sumber pendapatan dari suatu negara merupakan penerimaaan
pajak. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang
sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Menurut Undang-Undang
Nomor 28 tentang KUP sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja “Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari
segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat
(perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi
daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor
privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka
pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Suandy, 2016:1).

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara dalam proses
pembiayaan dan pembangunan nasional baik infrastruktur, transportasi umum, hingga
pelayanan umum. Menurut Ilmiyono et al., 2008 tanggung jawab atas pembayaran
pajak merupakan cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada
anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah selalu
berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari tahun ke tahun dengan
melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan yang ada di
Indonesia, dengan harapan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan negara melalui pembayaran pajak dapat meningkat. Besarnya pajak
dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang secara administratif
pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (direct tax) yang
dikenakan atas masuknya sumber daya seperti penghasilan dan pajak tidak langsung
(indirect tax) yang dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran
untuk konsumsi atas barang maupun jasa, semakin besar peranan pajak maka akan
semakin maju pula suatu negara. Namun, menurut Suandy, 2016 bagi perusahaan yang
dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh, pajak dapat dianggap
sebagai biaya (cost) atau beban (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Menurut Sondakh S, 2015 biaya
mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas
perusahaan yang biasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 1, biaya yang merupakan penguran



penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan.

Pajak sebagai penerimaan negara diharapkan selalu mencapai target yang telah
ditetapkan oleh pemerintah sehingga biaya pengeluaran negara dapat tercukupi.
Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk
memperoleh atau mendapatkan penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan
Pajak Penghasilan. Subjek pajak dikelompokkan menjadi empat yaitu: 1) Orang
pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia baik
WNI/WNA tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di
Indonesia, 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak, 3) Badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang
bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD, dan
4) Bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan tetap dan
selanjutnya di sebut Wajib Pajak. Penghasilan badan (PPh Badan) merupakan salah
satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu pajak yang dikenakan atas
penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap
penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak
Badan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau
meningkatkan harta kekayaan Wajib Pajak yang berhubungan dengan nama dan dalam
bentuk apapun (Mardiasmo, 2019).

Saat ini, terdapat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dapat
dibagi menjadi berikut ini: (1) Official Assesment System: sistem yang memberi
wewenang bagi fiskus untuk memutuskan sendiri total pajak yang terutang pada setiap
tahunnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang sah dan memungut
pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. (2) Self Assesment
System: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung
jawab kepada Wajib Pajak dalam menentukan, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Febriyanti, 2018
untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assesment sytem maka
diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah
satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistemastis yang
disebut dengan pembukuan. (3) With Holding System: sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan
perpajakan yang berlaku.

Menurut Siswoyo, 2015 sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat
ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar yang disebut dengan self
assesment system, maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan



kena pajak. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah membuat pembukuan sebagai
suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan
(financial statement) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos
dalam laporan keuangan (Pratiwi, 2019).

Menurut Siswoyo, 2015 laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan
informasi yang menyangkut keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk menunjukan apa
yang telah dilakukan manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut
laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset,
liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian,
kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus
kas.

Perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya mengikuti prinsip akuntansi
yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
disebut dengan laporan keuangan komersial ditunjukan untuk pihak intern dan ekstern.
Bagi pihak intern, laporan keuangan ditunjukkan untuk menilai hasil kinerja dalam
suatu periode akuntansi, dan bagi pihak ekstern khususnya pemegang saham, laporan
keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan terutama besarnya deviden yang diterima serta untuk
menilai kinerja manajemen sehingga menghasilkan putusan dapat dipertahankan atau
tidak. Tujuan utama akuntansi komersial adalah memberikan informasi kepada
penggunanya tentang posisi keuangan dan hasil kinerja atau kegiatan operasional
perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan laporan
keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan
perpajakan maupun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan (IAl) dan digunakan untuk
keperluan perhitungan pajak. Selain itu, antara laporan keuangan komersial dengan
laporan keuangan fiskal pun memilik tujuan yang berbeda. Laporan keuangan
komersial digunakan untuk menilai hasil usaha, sedangkan keadaan keuangan fiskal
ditunjukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus
dibayar ke negara. Menurut Suandy, 2016:89 perusahaan dapat menyusun laporan
keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau
melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan
keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan
laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK Nomor 46
mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Aspek pajak yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha, salah satunya adalah
Pajak Penghasilan. Menurut Rismawani, T dan Nurchayati, 2016 pajak penghasilan
adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi



bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak
penghasilan orang pribadi), sedangkan menurut Nurhikmah et al, 2019 pajak
penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Besar kecilnya Pajak Penghasilan
(PPh) ditentukan dari laporan laba rugi sesuai dengan lIkatan Akuntansi Indonesia
(IAl) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang
Perpajakan. Menurut Indarti, 2017 laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban
untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan (matching
concept) yang disebut juga konsep pengaitan antara pendapatan dan beban yang
terkait. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan dari suatu
perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-
unsur pendapatan dan beban perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan kondisi
laba atau rugi bersih.

Menurut Suandy, 2016:89 undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus
bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu,
baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Secara umum keduanya mengatur
tentang perhitungan dan penilaian terhadap penghasilan, namun dengan tujuan dan
kegunaan yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan mengenai
pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan komersial dengan
laporan keuangan fiskal. Pendapatan dan biaya-biaya yang belum dikoreksi
merupakan perbedaan pengakuan biaya yang terjadi antara laporan keuangan fiskal.
Keterbatasan akan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan atas koreksi fiskal
terhadap laporan keuangan komersial, serta penerapan aturan pajak, menyebabkan
munculnya kendala dalam penyusunan laporan keuangan fiskal (Ryan C.C Languiju,
Jantje J. Tinangon, 2017).

Secara lebih spesifik pada umumnya perbedaan tersebut terdapat dalam
pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan akuntansi fiskal berdasarkan peraturan
perpajakan dalam menentukan pos-pos laporan laba rugi seperti pengakuan
penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu
(temporary different) dan perbedaan tetap (permanent different) (Ilmiyono et al.,
2018). Beda waktu (temporary different) yaitu perbedaan pengakuan baik penghasilan
maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan yang sifatnya
sementara, dan beda tetep (permanent different) yaitu perbedaan pengakuan antara
akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan yang sifatnya permanen. Sedangkan
menurut Islami .1, 2017 perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan
Peraturan Perpajakan diakibatkan karena adanya perbedaan pengakuan terhadap
pendapatan dan biaya menurut perusahaan dengan Dirjen Pajak, dimana ada
pendapatan dan biaya dapat diakui oleh perusahaan sedangkan tidak dapat diakui
sebagai pendapatan dan biaya oleh Dirjen Pajak. Maka cara yang harus ditempuh atas
perbedaan tersebut adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian atau rekonsiliasi



fiskal terhadap laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) agar sesuai dengan peraturan perpajakan (Indarti .W, 2017). Terdapat dua jenis
koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Rekonsiliasi fiskal
ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak
penghasilan yang terutang.

Berikut tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan Sub Sektor Logam dan
Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 dapat dilihat
dibawah gambar ini:
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(Sumber: www.idx.co.id, data diolah 2021)
Gambar 1.1

Rata-Rata TER Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun
2017-2019

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui rata-rata Tarif Pajak Efektif dalam
5 sampel perusahaan-perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yaitu PT
Betonjaya Manunggal Tbk (BTON), PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk (ISSP),
PT Lion Metal Works Thk (LION), PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO), dan PT
Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS) selama kurun waktu 3 tahun terakhir
mengalami fluktuasi. Rata-rata Tarif Pajak Efektif pada tahun 2017 jumlah koreksi
pajak positif masih tinggi sebesar 0,351 dan kemudian pada tahun 2018 koreksi fiskal
positif mengalami penurunan yang cukup sebesar 0,225 serta pada tahun 2019 jumlah
koreksi pajak positif mengalami kenaikan kembali sebesar 0,522. Sedangkan jumlah
koreksi fiskal negatif pada tahun 2017 cukup tinggi dan pada tahun 2018 koreksi fiskal
negatif mengalami kenaikan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan
mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan pada koreksi
fiskal negatif, menurut (Languju, 2015) apabila koreksi fiskal negatif mengalami
penurunan maka laba perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun hal
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ini berbanding terbalik dengan data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank
Indonesia (BI) di tahun 2019 seluruh sub sektor mengalami kontraksi, dengan
kontraksi terdalam terjadi pada Sub Sektor Logam dan Sejenisnya sebesar 43,49%.
Bahkan nilai kontraksi tersebut merupakan yang paling dalam setidaknya sejak kuartal
[-2017 (CNBC-Indonesia).

Tarif pajak efektif yang tinggi karena terjadinya banyak koreksi fiskal positif
mengakibatkan laba fiskal tinggi, sedangkan tarif pajak efektif yang rendah
diakibatkan karena terjadi banyaknya koreksi fiskal negatif yang mengakibatkan laba
fiskal semakin rendah. Semakin besar tarif pajak efektif suatu perusahaan maka
semakin besar pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut, namun
sebaliknya semakin rendah nilai tarif pajak efektif suatu perusahaan menunjukkan
keberhasilan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Hal ini karena terdapat
beban atau biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak dapat dijadikan beban. Oleh
karena itu, pada laporan keuangan komersial perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk
mengetahui beban dan pendapatan yang tidak dapat mengurangi laba secara undang-
undang perpajakan.

Adapun judul tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan
komersial dari penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyono et
al., 2018 mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak
Penghasilan pada PT Elangperdana Tyre Industry. Hasil dari penelitian ini adalah
perhitungan fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan menyatakan
bahwa pajak penghasilan terutang badannya belum sesuai dengan ketentuan
perpajakan. Hal ini disebabkan karena PT. Elangperdana Tyre Industry belum
melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya, sehingga
terdapat biaya-biaya yang dilakukan koreksi bedasarkan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Adapun biaya yang dikoreksi karena tidak sesuai dengan
ketentuan SE-27/PJ.22/1986 mengenai biaya entertaiment, representasi, jamuan dan
sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara dapat dikurangkan dari laba
bersih apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut berkaitan
dengan kegiatan usaha. Akan tetapi terdapat biaya yang telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6. Hasil penelitian setelah melakukan
perhitungan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan
komersialnya maka diketahui pajak penghasilan terutang yang telah sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sondakh S, 2015
pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia menyimpulkan bahwa
PT Bank Pengkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi
fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi oleh perusahaan yang
seharusnya dilakukan koreksi fiskal. Hal ini terlihat dari koreksi yang dilakukan oleh
perusahaan sebesar Rp356.081.831, akan tetapi setelah dilakukan penelitian kembali
dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku masih terdapat koreksi
tambahan dari penulis sebesar Rp168.620.530, yang terdiri dari koreksi positif dan



koreksi negatif. Akibat dari adanya koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadilah
kenaikan pada besarnya penghasilan kena pajak. Selain itu, terdapat pula hasil
penelitian yang dilakukan oleh Sari, 2019 pada PT Sarana Agro Nusantara Medan
Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan
keuangan komersial pada PT Sarana Agro Nusantara Medan Tahun 2017 dilakukan
melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp4.473.815.190 dan penyesuaian
(koreksi) fiskal negatif sebesar Rp3.874.935.873 pada laporan laba rugi perusahaan
yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (penghasilan kena
pajak) dari Rp22.645.235.711 menjadi Rp23.244.115.028.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial
Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”.

1.2 ldentifikasi dan Perumusan Masalah
1.2.1 ldentifikasi Masalah

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan
untuk pembiayaan pengeluaran negara, sedangkan Wajib Pajak memiliki sudut
pandang yang berbeda mengenai pajak karena dapat mengurangi laba yang diperoleh
perusahaan disebabkan pembayaran sebagai beban. Salah satu kewajiban Wajib Pajak
adalah menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan komersial
dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Dan menyusun laporan fiskal berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan komersial ditunjukkan
untuk kepentingan banyak pihak, sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan
keuangan yang ditunjukan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar untuk
menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak atau satu tahun terakhir.

Berdasarkan uraian diatas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu
terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi komersial
dan akuntansi perpajakan serta pos-pos yang dikoreksi. Adapun indikasi yang dapat
dilakukan wajib pajak dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk
meningkatkan biaya atau beban sehingga dapat mengurangi laba dalam laporan
rekonsiliasi fiskal.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik
perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial
pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum?



2. Bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada
Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia?

3. Berapa jumlah penghasilan kena pajak pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor
Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai dasar
penentuan pajak terhutang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan atau
beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum, untuk
mengetahui bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan
komersial dan untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar
penentuan pajak terhutang. Selain itu, untuk mengembangkan wawasan dan ilmu
pengetahuan yang telah diterima selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan
komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau
belum.

2. Untuk menjelaskan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial
pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menjelaskan jumlah penghasilan kena pajak pada Perusahaan-Perusahaan
Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai
dasar penentuan pajak terhutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hal yang paling penting dari sebuah penelitian adalah dapat bermanfaat bagi
pembaca sehingga dapat dirasakan atau diterapkan dari hasil penelitian tersebut.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Wajib Pajak dalam
penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan serta sebagai
infomasi tambahan dalam menjalankan dan membuat kebijakan di masa yang akan
datang. Serta bagi aparat pajak/fiskus, diharapkan dapat menjadi masukan dan
motivasi dalam memberikan gambaran mengenai kepatuhan Wajib Pajak guna
meningkatkan pendapatan pajak.



1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan dan ilmu
pengetahuan dalam melakukan penelitian literatur dan referensi mengenai rekonsiliasi
fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai wadah referensi penelitian selanjutnya.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ide dan gagasan baru bagi
peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih luas bagi pembaca



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi
perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor
28 tentang KUP sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta kerja, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sementara itu, Rochmat Soemitro
menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(Mardiasmo, 2019:3). Dalam dunia perpajakan, terdapat beberapa jenis pajak yang
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan.
2. Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak objektif, yaitu pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutan

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai
public investment. Pajak dapat pula mempunyai tujuan budgeter, yaitu mengatur
(Waluyo, 2017:3).

2.1.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukan oleh Resmi, 2019, yaitu :
a) Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
b) Fungsi Mengatur (Regulerend)
Untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi.

10
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2.1.2 Asas Perpajakan

Asas pajak dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Mardiasmo, 2019:10, yaitu sebagai
berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan
yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak
dalam negeri.

2. Asas Sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu
negara.

2.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Mardiasmo,2019:11 yaitu
sebagai berikut :

1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.

3. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.

2.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian antara penghasilan netto
komersial dengan ketentuan perpajakan. Menurut Darmawan, 2017 rekonsiliasi fiskal
dibuat untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan
PPh. Menurut Suandy, 2016:96 koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1)
Beda tetap atau permanen (permanent differences), (2) Beda waktu atau sementara
(timing differences).

2.2.1 Beda Tetap atau Permanen (Permanent Differences)

Adalah perbedaan perhitungan laba fiskal dengan perhitungan laba menurut
SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari. Menurut Sari dan Lidyah, 2015 beda tetap
terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban yang diakui
menurut akuntansi (pre tax income) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak
menurut fiskal (taxable incomen).
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2.2.2 Beda Waktu atau Sementara (Timing Differences)

Adalah perbedaan waktu pengakuan antara peraturan perpajakan dengan Standar
Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu dibagi menjadi dua yaitu perbedaan waktu
positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pajak atau
pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari tujuan akuntansi, dan
negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari akuntansi
komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari ketentuan pajak.

Selain itu, rekonsiliasi fiskal pun dapat menimbulkan koreksi fiskal positif, dan
menimbulkan koreksi fiskal negatif.

2.2.3 Koreksi Fiskal Positif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah menambah laba komersial atau laba
Penghasilan Kena Pajak (PKP). Koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan
mengurangi biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi positif
terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan
akibat adanya: 1) Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense), 2)
Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, 3) Amortisasi komersial
lebih besar dari amortisasi fiskal, 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.2.4 Koreksi Fiskal Negatif

Tujuan dari koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba
Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang
lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil
daripada biaya-biaya fiskal. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya 1)
Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, 2) Penghasilan yang tidak dikenakan
PPh bersifat final, 3) Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal, 4)
Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal, 5) Penghasilan yang
ditangguhkan pengakuannya, dan 6) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.3 Penghasilan dan Biaya
2.3.1 Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 tentang KUP sebagaimana telah diperbaharui
dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada pasal 4 ayat (1), “Penghasilan
adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan”.

Menurut Dewi, dan Merkusiwati, 2019 penghasilan dalam suatu perusahaan
dapat diperoleh yaitu dari: 1) Peningkatan jumlah aktiva perusahaan dalam bentuk
penambahan aktiva. 2) Penurunan kewajiban suatu perusahaan yang diperoleh dari
pembatalan hutang perusahaan terhadap kreditur atau pihak lain. 3) Aktivitas usaha
lain yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
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Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang
dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya
ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pengguna aset
tersebut. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas.

2.3.2 Biaya

Biaya (cost) adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan
periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran atau
belanja modal (capital expenditure), yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset, dan pengeluaran penghasilan
(revenue expenditure), yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu
periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Beban (expense)
adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus
kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan
penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Selain
itu, beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi.

2.4 Laporan Keuangan

Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan merupakan laporan yang
disusun sebagai bahan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan atau
organisasi pada suatu periode waktu tertentu. Menurut lkatan Akuntansi Indonesia
(IAl, 2015), laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan Kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan
tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan.
Pada umumnya, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan
laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat
disajikan berupa arus kas atau laporan arus dana, serta catatan dan laporan lain serta
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam
pengambilan suatu keputusan, serta guna memenuhi kebutuhan bersama baik pihak
internal dengan pihak eksternal atau pihak lainnya. Selain itu, menurut Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (1Al),
laporan keuangan juga menjadi alat untuk menilai kinerja manajemen perusahaan atas
seluruh aktivitas perusahaan yang terjadi dalam kurun periode waktu tertentu.

2.4.2 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pihak internal
dan pihak eksternal. Pihak internal ialah pihak yang berhubungan langsung dengan
operasi perusahaan sehari-hari, sedangkan pihak eksternal ialah pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam
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membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Menurut Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAl), “Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang
dan investor potensial. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi
beberapa kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

2.4.3 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip
akuntansi. Dalam kerangka akuntansi disebutkan bahwa tujuannya untuk menyediakan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dalam
pengambilan keputusan (Pratiwi, 2019). Namun, menurut Suandy, 2016 laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pengguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan
informasi. Pihak manajemen dapat bebas memilih standar dan metode akuntansi yang
sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

2.4.4 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan
perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak
tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, hanya memberikan
pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.
Menurut Suandy, 2016 akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba
akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun
berdasarkan SAK, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam
penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan
perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih
dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

2.4.5 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Secara umum perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal
terletak pada prinsip dasar yang mengatur penyusunan laporan keuangan dan pihak
yang dapat memanfaatkan informasi. Menurut Dewi, dan Merkusiwati, 2019
perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang
berbeda dengan lampirkan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang
disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan
untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyeludupan pajak, akan tetapi lebih cenderung
kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Sandika, 2016 terdapat beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan
Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal, yaitu:
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1. Perbedaan konsep pendapatan, misalnya pada dividen. Dari segi akuntansi, dividen
ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak bukan pendapatan.

2. Perbedaan konsep biaya, menurut akuntansi setiap pengeluaran ekonomis yang
dilakukan dalam memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya. Tetapi,
untuk tujuan perpajakan hanya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.

3. Perbedaan nilai konsep penyusutan, penentuan umur aktiva dan metode
penyusutan yang digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan
umur sebenarnya walaupun tidak terlepas dari tafsiran judgement. Sedangkan
menurut perpajakan dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

2.5 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari
pendapatan rakyat, dan merupakan wujud kewajiban kenegaraan serta peran
masyarakat dalam membiayai Pembangunan Nasional. Undang-Undang pajak
penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut Subjek
Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak berdasarkan pengenaan yang merata dan
pembebanan yang adil (Juliyandi, 2019).

Undang-Undang PPh mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek
pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun
pajak yang disebut dengan Wajib Pajak, selama satu tahun pajak atau dapat pula
dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak
subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Pratiwi, 2019).

2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2, yang menjadi subjek pajak
adalah:
(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. Orang pribadi; dan
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak;
b. Badan; dan
c. Bentuk usaha tetap.
(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya
dipersamakan dengan subjek pajak badan.
(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar
negeri.
(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
a. Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga
negara asing yang:
1. Bertempat tinggal di Indonesia;



(4)

()

b.

C.

16

2. Beradadi Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau

3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia;

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah :

a.
b.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta
memenuhi persyaratan:

Tempat tinggal;

Pusat kegiatan utama;

Tempat menjalankan kebiasan;

Status subjek pajak; dan/atau

5. Persyaratan tertentu lainnya

yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan; dan

e

. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

a.
b.
C.
d.

Tempat kedudukan manajemen;
Cabang perusahaan;

Kantor perwakilan;

Gedung kantor;
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Pabrik;

Bengkel;

Gudang;

Ruang untuk promosi dan penjualan;

Pertambangan dan penggalian sumber alam;

Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang
dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan;

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;

0. Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan
kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.5.2 Objek Pajak Penghasilan

X oTa o

Objek Pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk
menghitung pajak terutang. Berikut ini yang termasuk ke dalam objek pajak
penghasilan:

2.5.2.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4, yang menjadi objek pajak

adalah:

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. Laba usaha;
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. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan;

. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis;

. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;

. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
Surplus Bank Indonesia.
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(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara

asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan

hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan

ketentuan:

a. Memiliki keahlian tertentu; dan

b. Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek
pajak dalam negeri.

(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang
diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan di luar Indonesia.

(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga

negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi
mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing
memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara

@)

(3)

pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. Penghasilan berupa hadiah undian;

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura;

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

e. Penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
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sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan;

. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal;

. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib

Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan

norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15;

. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena

meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;

. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak:

a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu
tertentu; dan/atau

b) Badan dalam negeri;

2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari
suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri,
sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha
lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:

a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut
paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak;
atau

b) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya
tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen
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tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang ini;

3. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka
2 merupakan:

a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau

b) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi
kepemilikan saham;

4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan
penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a)
berlaku ketentuan:

a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;

b) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi
dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan

c) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau
penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b),
tidak dikenai Pajak Penghasilan;

5. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan
penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf
a) Berlaku ketentuan:

a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut
dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan

b) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau
penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia
setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas
dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
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7. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak
melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan
tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:

a) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
b) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;

8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku
ketentuan:

a) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;

b) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan;
dan/atau

c) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku
ketentuan:

a) Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada
tahun pajak diperoleh; dan

b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri
atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a) Kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;

b) Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan

c) Perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud
pada angka 4 dan angka 5,

Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai;

. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

i. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari

koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
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J. Dihapus;
. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

.Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH

khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau
instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan; dan

. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan

yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali
dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau
ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5.2.2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6, biaya yang boleh

mengurangi Penghasilan Bruto adalah:

1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha, antara lain:
1. Biaya pembelian bahan;
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2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang;

Bunga, sewa, dan royalti;

Biaya perjalanan;

Biaya pengolahan limbabh;

Premi asuransi;

Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan;

8. Biaya administrasi; dan

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

No ok ow

. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan;

. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan;

Kerugian selisih kurs mata uang asing;

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan;

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
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J. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;

I. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah; dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan

penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima)

tahun.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan

berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.5.2.3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9, biaya yang tidak boleh

mengurangi Penghasilan Bruto adalah:

(1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah

industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan

syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan;

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
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pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;

. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m
serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

. Pajak Penghasilan;
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau
amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

2.5.2.4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11, ketentuan penyusutan

fiskal harta berwujud adalah:

1)

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan,
perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak
milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-
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bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta
tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun
selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan
atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan
sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta
yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan
selesainya pengerjaan harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan
melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang
bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah
nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta
berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Masa Tarif penyusutan sebagaimana
Berwujud Manfaat dimaksud dalam
Ayat (1) | Avyat(2)

I. | Bukan Bangunan

Kelompok 1 4 Tahun 25 % 50 %

Kelompok 2 8 Tahun 12,5 % 25 %

Kelompok 3 16 Tahun 6,25 % 12,5%

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10 %
Il. | Bangunan

Permanen 20 Tahun 5%

Tidak Permanen 10 Tahun 10 %

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki
dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah
nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual
atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai
penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat
diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur
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Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka
jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian
bagi pihak yang mengalihkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

2.5.2.5 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A, ketentuan penyusutan

fiskal harta tak berwujud pajak adalah:

1)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan
pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna
usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau
dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan
cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa
buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat
dilakukan secara taat asas.

(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang

@)

3)

(4)

usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan
sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Masa Tarif penyusutan sebagaimana
Tak Berwujud Manfaat dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
Kelompok 1 4 Tahun 25% 50 %
Kelompok 2 8 Tahun 125 % 25%
Kelompok 3 16 Tahun 6,25 % 125 %
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10 %

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan
dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan
minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
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Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang
dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber
alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-
tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau
hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai
penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka
jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian
bagi pihak yang mengalihkan.

2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1), tarif Pajak

Penghasilan adalah:

(1)

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 5 % (lima persen)
di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 15% (lima belas persen)
250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 25 % (dua puluh lima
rupiah) s.d. Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) persen)
di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 30 % (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
(dua puluh delapan persen).

Catatan:

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang ini telah disesuaikan berdasarkan
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:
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Pasal 5
(1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif
Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
a. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan
Tahun Pajak 2021; dan
b. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan
menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima

persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling

sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu
lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada
tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Catatan:
Ketentuan Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang ini telah disesuaikan berdasarkan ketentuan
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang,
sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Wajib Pajak dalam negeri:
a. berbentuk Perseroan Terbuka;
b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di
Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
€. memenuhi persyaratan tertentu,
dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
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Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang
terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi
360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu)
tahun pajak.

Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap
bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak
melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat berbagai macam penelitian mengenai koreksi fiskal yang bertujuan

untuk mengetahui perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara
akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan
perhitungan besarnya pajak penghasilan. Hal itu telah banyak dilakukan sebelumnya,
dan hasil yang sesuai harapan peneliti. Dibawah ini terdapat beberapa tinjauan dari
penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya

No. | Nama Peneliti, Variabel Indikator Metode Hasil
Tahun & Judul Yang Analisis Penelitian
Penelitian Diteliti
1. Agung Fajar | Variabel . Metode Metode Pajak penghasilan
Ilmiyono,  Rezky | Independen: Penyusutan penelitian terutang yang
Avria Pratama, Ketut | Rekonsiliasi . Tarif adalah telah sesuai
Sunarta dan | Fiskal Penyusutan deskriptif dengan ketentuan
Hurriyaturrohman, . Biaya yang eksploratif. perpajakan.
2018 tidak dapat
dikurangkan
Analisis . Penghasilan
Rekonsiliasi  Fiskal bukan objek
Terhadap pajak
Perhﬁun_gan Pajak Variabel . Penghasilan
Penghasilan  Pada )
Dependen: Bruto
PT  Elangperdana .
Tvre Industr Pajak . Pengurangan
y y penghasilan Penghasilan
L . Penghasilan
Universitas Pakuan Kena Pajak




32

No. | Nama Peneliti, Variabel Indikator Metode Hasil
Tahun & Judul Yang Analisis Penelitian
Penelitian Diteliti
4. Tarif Pajak
2 (Zovira dan | Variabel 1. Koreksi Metode Perhitungan pajak
Widjaja, 2019) Independen: Fiskal penelitian ini | penghasilan badan
Rekonsiliasi Negatif adalah kurang tepat dan
N Fiskal 5 Koreksi deskriptif. tidak sesuai
Analisis . dengan peraturan
Rekonsiliasi Fiskal FISk_a.I perpajakan.
Dalam Perhitungan Positif
PPh Badan PT Bali
Universitas
Tarumanagara
Jakarta
3. Dico Prastya | Variabel 1. Metode Metode Pada PPh pasal 29
Kiswara, 2017 Independen: Penyusutan | penelitian ini | terdapat PPh
Rekonsiliasi | 2. Tarif adalah kurang bayar
Analisis Fiskal Penyusutan | deskriptif. sebesar Rp
Rekonsiliasi Fiskal 3. Biayayang 387.124.
Atas Laporan tidak dapat Sedangkan untuk
Keuangan dikurangkan PPh  pasal 25
Komersial Dalam 3. Penghasilan terdapat  kurang
Menentukan Pajak bukan objek bayar sebesar Rp
Penghasilan Badan pajak 32.260,33.
Pada PT Gudang
Garam Tbk
Universitas
Nusantara PGRI
Kediri
4 Sunarti, 2018 Variabel 1. Koreksi Metode 1) Koreksi fiskal
Independen: Fiskal penelitian ini | positif adalah Rp.
Analisis Rekonsiliasi Negatif adalah 480.336.615,- dan
Rekonsiliasi Fiskal | Fiskal 2. Koreksi deskriptif koreksi fiskal
Atas Laporan Fiskal komparatif. negatif adalah Rp.
Keuangan Positif 9.129.416.
Komersial Pada PT. 2) Wajib pajak
Rachmat Delapan memperoleh laba

Putera Di Makassar

dengan
pembayaran pajak
PPh badan

sebanyak
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No. | Nama Peneliti, Variabel Indikator Metode Hasil
Tahun & Judul Yang Analisis Penelitian
Penelitian Diteliti
Universitas Rp1.145.811.910,
Muhammadiyah dengan angsuran
Makassar pajak
Rp95.484.325,8.
> Surya Darmawan, | Variabel 1. Koreksi Metode Koreksi fiskal
2017 Independen: Fiskal penelitian ini | sesuai  peraturan
Rekonsiliasi Negatif adalah perpajakan yang
Analisis Fiskal 3. Koreksi deskriptif berlaku.
Rekonsiliasi  Fiskal Fiskal Komparatif.
Atas Laporan Positif
Keuangan
Komersial  (Studi
Kasus Pada PT.
ABC, Perusahaan
Industri Karet
Remah)
Universitas Terbuka
Jakarta
6. Udin Siswoyo, 2015 | Variabel 1. Koreksi Metode PPh  pasal 29
Independen: Fiskal penelitian ini | terdapat PPh
Analisis Rekonsiliasi Negatif adalah kurang bayar
Perhitungan Pajak | Fiskal 2. Koreksi deskriptif sebesar
Penghasilan Badan Fiskal komparatif. Rp12.615.725,
Berdasarkan Positif sedangkan  PPh
Rekonsiliasi Fiskal Negatif pasal 25 terdapat
Laporan Keuangan kurang bayar
Komersial Pada PT sebesar
Langgeng Makmur Rp1.051.310.
Industri Thk
Universitas
Nusantara PGRI
Kediri
7 Fitri Permata Sari, | Variabel 1. Metode Metode Penyesuaian
2019 Independen: Penyusutan | penelitian ini | (koreksi)  fiskal
Rekonsiliasi |2. Tarif adalah positif sebesar
Analisis  Laporan | Fiskal Penyusutan | deskriptif. Rp4.473.815.190
Rekonsiliasi  Fiskal 3. Biayayang dan penyesuaian
Pada Laporan tidak dapat (koreksi)  fiskal
Keuangan dikurangka negatif ~ sebesar
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No. | Nama Peneliti, Variabel Indikator Metode Hasil

Tahun & Judul Yang Analisis Penelitian
Penelitian Diteliti

Komersial ~ Untuk 4. Penghasilan Rp3.874.935.873
Menghitung ~ PPh bukan objek mengakibatkan
Badan pada PT pajak penghasilan kena
Sarana Agro pajak menjadi
Nusantara Medan Rp23.244.115.028
Universitas
Muhammadiyah
Sumatera Utara
Medan

8 Oktarisa Dwi | Variabel 1. Metode Metode Belum
Pratiwi, 2019 Independen: Penyusutan | penelitian ini | menerapkan

Koreksi 2. Tarif adalah Undang-Undang

Penyusutan Koreksi | Fiskal Penyusutan | deskriptif Pajak Penghasilan
Fiskal Terhadap 3. Biayayang | dan dalam menghitung
Laporan Keuangan tidak dapat komparatif. Penghasilan Kena
Komersial Menurut dikurangka Pajak.
Undang-Undang 4. Penghasilan
Pajak Penghasilan bukan objek
No0.36 Tahun 2008 pajak
Pada Koperasi
Sawit Usaha
Manunggal  Desa
Seresam Kecamatan
Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu
Universitas  Islam
Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau

% Restu Rachmawati, | Variabel 1. Metode Metode Terdapat pos akun
Muhamad Imam | Independen: Penyusutan | penelitian ini | yang  dikoreksi
Sundarta dan | Koreksi 2. Tarif adalah positif ~ menurut
Rahmat  Mulyana | Fiskal Penyusuta deskriptif pajak, tetapi
Dali, 2019 3. Biayayang | komparatif. perusahaan

tidak dapat mengkoreksi

Koreksi Fiskal Atas dikurangka negatif yaitu pada
Laporan Keuangan 4. Penghasilan pos akun other
Komersial Pada PT bukan objek expense
Otni Niigata Total pajak

Engineering
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No. | Nama Peneliti, Variabel Indikator Metode Hasil
Tahun & Judul Yang Analisis Penelitian
Penelitian Diteliti
Indonesia ~ Tahun
Pajak 2017
Universitas Ibn
Khaldun Bogor,
Indonesia
10. (Kumalawati, 2018) | Variabel 1. Koreksi Metode Perhitungan dan
Independen: Fiskal penelitian ini | pelaporan  pajak
Analisis  Koreksi | Rekonsiliasi Negatif adalah penghasilan
Fiskal Atas Laporan | Fiskal 2. Koreksi deskriptif. belum sesuai
Keuangan Fiskal dengan Undang-
Komersial ~ Untuk Positif Undang. Dan
Menentukan Pajak perhitungan pajak
Penghasilan penghasilan
Terutang: Studi termasuk  dalam
Interpretivist PPh  pasal 29
tentang pajak
Politeknik  Negeri kurang bayar.
Madiun

Berdasarkan dari tabel di atas, maka persamaan dan perbedaan penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan dengan Peneliti Sebelumnya

No. | Nama Peneliti Persamaan Perbedaan
1. | Agung Fajar | e Variabel Independen: Penelitian ini tidak
limiyono,  Rezky Rekonsiliasi Fiskal menggunakan penarikan
Aria Pratama, Ketut | e Variabel Dependen: sampel, sedangkan peneliti
Sunarta dan Pajak Penghasilan menggunakan penarikan
Hurriyaturrohman, | e Menggunakan metode analisis | sampel.
2018 deskriptif
2. | Zovira dan Widjaja, | e Variabel Independen: -Penelltlank i t!iak
2019 Rekonsiliasi Fiskal Mmenggunaxan pena an
. sampel, sedangkan peneliti
e Menggunakan metode analisis .
deskriotif menggunakan penarikan
P sampel.
3. | Dico Prastya | e Variabel Independen: oPenelltlank n t!(:ak
Kiswara, 2017 Rekonsiliasi Fiskal Mmenggunaxan penart an
. sampel, sedangkan peneliti
e Menggunakan metode analisis menaaunakan enarikan
deskriptif g9 P

sampel.
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No. | Nama Peneliti Persamaan Perbedaan
4. | Sunarti, 2018 e Variabel Independen: e Indikator yang digunakan
Rekonsiliasi Fiskal oleh peneliti ini adalah
e Menggunakan metode analisis koreksi fiskal negatif, dan
deskriptif koreksi fiskal positif
5. | Surya Darmawan, e Variabel Independen: Indikator yang digunakan
2017 Rekonsiliasi Fiskal oleh peneliti ini adalah
e Menggunakan metode analisis koreksi fiskal negatif, dan
deskriptif koreksi fiskal positif
6. | Udin Siswoyo, 2015 | e Variabel Independen: B_laya yang ftidak dgpat
Rekonsiliasi Fiskal d|kurangk_an, _Penghasnan_
e Menggunakan metode analisis bl_Jkan objek_pajak, Koreks!
deskriptif F!skal P03|t_|f dan koreksi
Fiskal Negatif
7. | Fitri Permata Sari, | e Variabel Independen: Indikatornya menggunaka.n
2019 Rekonsiliasi Fiskal metode Penyusutan.  tarif
. Penyusutan, biaya yang tidak
e Menggunakan metode analisis .
deskriptif dapat _ dlkurangkgn,
penghasilan bukan objek
pajak
8. | Oktarisa Dwi | e Variabel Independen: Indikatornya menggunakan
Pratiwi, 2019 Rekonsiliasi Fiskal metode Penyusutan. tarif
e Menggunakan metode analisis Penyusutan, biaya yang tidak
deskriptif dapat dikurangkan,
penghasilan  bukan objek
pajak
9. | Restu Rachmawati, | e Variabel Independen: Indikator yang digunakan
Muhamad Imam Rekonsiliasi Fiskal oleh peneliti ini adalah
Sundarta dan | e« Menggunakan metode analisis | koreksi fiskal negatif, dan
Rahmat  Mulyana |  deskriptif koreksi fiskal positif
Dali, 2019
10. | Kumalawati, 2018 | e Variabel Independen: Indikator yang digunakan
Rekonsiliasi Fiskal oleh peneliti ini adalah
e Menggunakan metode analisis koreksi fiskal negatif, dan

deskriptif

koreksi fiskal positif

2.6.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan alat pengukur Kinerja bagi

perusahaan. Dengan laporan keuangan tersebut, keadaan perusahaan dapat diketahui
apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dalam penyusunan laporan keuangan
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perusahaan akan menghasilkan laba komersial berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) vyang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sedangkan dalam
perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) akan menghasilkan laba fiskal yang sesuai
dengan Undang-Undang Perpajakan. Adanya perbedaan antara Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Perpajakan, maka dilakukanlah koreksi
Fiskal atas laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan dalam
menentukan jumlah pendapatan dan beban. Perbedaan tersebut karena adanya koreksi
fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal, yang
kemudian akan menghasilkan besaran Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya dikenakan
tarif pajak untuk mencari PPh terutang. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah
dibuat mengenai Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dapat
disimpulkan menjadi kerangka pemikiran dalam bentuk grafik, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Perusahaan Sub Sektor Logam dan
Sejenisnya

v
Laporan Keuangan

SAK UU Pajak
+ T

Koreksi Fiskal
v

Penghasilan Kena Pajak

v
PPh Terhutang




BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif komparatif. Penelitian yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang ada pada penelitian. Penelitian ini hanya memaparkan situasi
dan peristiwa yang terjadi, maka penelitian ini tidak berhubungan dengan alat analisa
statistika.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti terdapat dalam tema penelitian atau
sesuai dengan tema judul yang akan diteliti. Objek penelitian pada penelitian ini adalah
variabel yang meliputi rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laporan keuangan komersial
perusahaan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis
melakukan penelitian atas variabel tersebut pada perusahaan sub sektor logam dan
sejenisnya yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organization, yaitu
sumber data unit analisis yang berasal dari respon suatu organisasi atau perusahaan
tertentu. Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu perusahaan-perusahaan sub sektor
logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

Lokasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sub sektor logam dan
sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019 yang
berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building, 1% Tower JI. Jend. Sudirman Kav 52-
53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif yang merupakan data sekunder.
Data kualitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang
berupa angka-angka, dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti: media masa, perusahaan
penyedia data, bursa efek, data yang digunakan peneliti sebelumnya, data yang
disediakan pada statistic software, dan sebagainya.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan langsung dari Bursa
Efek Indonesia berupa laporan keuangan yang diperoleh atau bersumber dari website
resmi perusahaan dan situs BEI www.idx.co.id. Data yang diperoleh kemudian diteliti
dan diolah lebih lanjut dengan bantuan teori-teori sebelumnya yang telah diperoleh
dan dipelajari, sehingga data tersebut dapat dilakukan analisis untuk menarik
kesimpulan mengenai fenomena yang sedang diteliti.
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3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis mengklasifikasikan 2 (dua)
variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
o Variabel
Merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Dalam
penelitian ini menggunakan variabel koreksi fiskal, variabel ini digunakan untuk
menentukan jenis indikator, ukuran serta skala yang terkait dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel
Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-

Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)

Variabel Indikator Ukuran Skala
Eiiii?smw Metode Jumlah beban penyusutan | ¢ Rasio
Penyusutan berdasarkan PSAK 16 dan Pasal 11
serta 11A UU PPh No. 36 Tahun
2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan No. 11 Tahun
2020
Tarif Tarif pajak berdasarkan Pasal 11 | ¢ Rasio
Penyusutan dan 11A UU PPh No. 36 Tahun
2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan No. 11 Tahun
2020
Biaya yang Jumlah  biaya yang dapat | ¢ Rasio
tidak dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9
dibebankan UU PPh No. 36 Tahun 2008
sebagaimana telah diperbaharui
dengan No. 11 Tahun 2020
Penghasilan Jumlah penghasilan bukan objek | ¢ Rasio
bukan  objek pajak
pajak
Penghasilan Jumlah penghasilan bruto | ¢ Rasio
bruto berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh
No. 36 Tahun 2008 sebagaimana
telah diperbaharui dengan No. 11
Tahun 2020




3.5 Metode Penarikan Sampel

1.

dilakukan adalah sebagai berikut:
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Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No. 36
Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan No. 11 Tahun
2020

e Pengurang Jumlah penghasilan bruto | ¢ Rasio
penghasilan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU PPh
bruto No. 36 Tahun 2008 sebagaimana
telah diperbaharui dengan No. 11
Tahun 2020
e Penghasilan Jumlah penghasilan kena pajak | ¢ Rasio
kena pajak berdasarkan Pasal 17 UU PPh No.
36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan No. 11 Tahun
2020
e Tarif pajak Presentase tarif pajak berdasarkan | e Rasio

Sumber: Data diolah, 2021

Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan sub sektor logam dan
sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang diperoleh
dari lokasi penelitian menggunakan metode penarikan sampel purposive/judgement
sampling, artinya perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya tertentu yang sesuai
dengan kriteria yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa kriteria yang
ditetapkan untuk memperoleh sampel, meliputi:
Perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI selama periode

penelitian 2017-2019.

Perusahaan yang tidak konsisten untuk menerbitkan laporkan keuangan tahunan

(annual report) periode 2017-20109.

Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan konsisten pada tahun 2017-2019.
Perusahaan yang tidak mengalami kerugian laba sebelum pajak pada tahun 2017-

2019.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang
memenuhi kriteria adalah sebanyak 5 perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya
yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Adapun proses seleksi sampel yang
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Tabel 3.2 Kriteria Penarikan Sampel

No. Kode Kriteria Memenuhi
Saham Nama Perusahaan Kriteria
112 (3|4
1. ALKA | Alasaka Industrindo Tbk VNNV X X
2. ALMI Alumindo Light Metal Thk VNV X X
3. BAJA Saranacentral Bajatama Thk VNV X X
4. BTON Beton Jaya Manunggal Tbk NN NN V
5. CTBN Citra Turbindo Tbk VNV X X
6. GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk NNV X X
7. GGRP Gunung Raja Paksi Tbk VX [N A X
8. INAI Indal Aluminium Industry Thk VX | NN X
9. ISSP Steel Pipe Industry Tbk NN NN \
10. JKSW Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk | v | v | ¥ | X X
11. KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk NNV X X
12. LION Lion Metal Works Thk VANV l
13. LMSH Lionmesh Prima Tbk VAN V] X X
14. NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk VNV X X
15. PICO Pelangi Indah Canindo Thk NN NN \
16. PURE Trinitan Metals and Minerals Thk VNN X X
17. TBMS Tembaga Mulia Semanan Thk NN NN \

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang
memenuhi kriteria adalah sebanyak 5 perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya dari
17 perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2017-2019. Oleh karena itu, adapun proses seleksi sampel yang dilakukan
adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kriteria Sampel Penelitian

No Kriteria Jumlah Perusahaan

1. | Perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI 17
selama periode penelitian 2017-2019

2. | Perusahaan yang tidak konsisten untuk menerbitkan laporkan 2
keuangan tahunan (annual report) periode 2017-2019
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3. | Perusahaan yang mengalami kerugian laba sebelum pajak pada (10)
tahun 2017-2019

Total sampel yang digunakan 5

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang
memenuhi Kriteria adalah sebanyak 5 sampel perusahaan sub sektor logam dan
sejenisnya dari 17 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-
2019. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini secara keseluruhan untuk
3 periode adalah sebanyak 15 perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang
Menjadi Objek Penelitian

No Kode Nama Perusahaan Tanggal IPO
Perusahaan

1. BTON Beton Jaya Manunggal Tbhk 18 Juli 2001

2. ISSP Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk 22 Februari 2013

3. LION Lion Metal Works Thk 20 Agustus 1993

4. PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 23 September 1996

5. TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk 30 September 1993

Sumber: Data diolah, 2021
3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan
melalui metode pengumpulan data berdasarkan jenis data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah melalui metode manual yang diperoleh dari laporan
keuangan, perusahaan tahunan (annual report) yang tersedia di website resminya yaitu
Www.idx.co.id.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan metode
penelitian studi empiris, yang diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai apa adanya
dengan menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan
keuangan fiskal. Pada penelitian ini tidak menggunakan alat analisis statistika (non-
statistika), akan tetapi menggunakan koreksi fiskal yang mengacu pada undang-
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undang perpajakan yang berlaku. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)

5)

Mengungkapkan kejadian (fenomena) yang berhubungan dengan perpajakan
Indonesia dan menemukan sektor usaha yang tepat dengan kejadian tersebut.
Mengungkapkan teori, dan peraturan terkait topik yang diangkat yaitu koreksi
fiskal.

Membuat kriteria untuk penyaringan data dalam menentukan sampel yang akan
dipilih dengan teknik purposive sampling.

Menjelaskan hasil dari rekonsiliasi fiskal tersebut sesuai dengan temuan atas
hasil penelitian dan disandingkan dengan teori, harapan atau ketentuan yang ada.
Membandingkan diantara sampel-sampel mana saja yang telah sesuai dengan
Undang-Undang Pajak Penghasilan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor

Logam dan Sejenisnya

Berikut ini disajikan gambaran umum perusahaan sub sektor logam dan

sejenisnya yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel penelitian:

1)

2)

3)

PT Betonjaya Manunggal, Tbk

Didirikan pada 27 Februari 1995 PT Betonjaya Manunggal, Tbk. (BJM)
mulai beroperasi secara komersial pada Mei 1996. Kantor pusat dan pabrik
berlokasi di JI. Raya Krikilan No. 434 Km. 28 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur. BJM adalah produsen round bar Indonesia yang
memproduksi round bar dari ukuran 6 mm hingga 12 mm, dengan total kapasitas
terpasang 30.000 ton per tahun. Produk-produk BJM diakui secara nasional atas
kualitasnya, ini dibuktikan dengan sejumlah sertifikat dan penghargaan yang
diperoleh perusahaan, seperti SPPT SNI - sertifikasi untuk produk yang
menggunakan Tanda Standar Nasional Indonesia, dan Business Indonesia
Award 2009. Dalam melakukan aktivitas pemasaran, BJM menggunakan
distributor jaringan dan layanan langsung untuk pelanggan potensial di dalam
negeri. Hingga saat ini, BJM difokuskan di pasar domestik, khususnya Jawa
Timur, yang memberikan kontribusi 70% dari penjualan, diikuti oleh pasar DKI
Jakarta 15%. Sedangkan sisanya tersebar di Jawa Barat, Bali, Kalimantan, dan
Sulawesi.
Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

Steel Pipe Industry of Indonesia Tbhk didirikan pada tanggal 30 Januari
1971 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1972. Kantor pusat beralamat
di JI. Kalibutuh No 189-191, Surabaya dan pabrik berlokasi di Surabaya,
Pasuruan serta Karawang. Perusahaan ini adalah produsen pipa baja dengan
kapasitas produksi terbesar di Indonesia dan berpengalaman dalam
memproduksi berbagai macam pipa baja/tabung dan berbagai produk terkait
lainnya. Produk perusahaan telah memperoleh berbagai standar sertifikasi
domestik dan internasional. Jaminan mutu produk selalu dilakukan perusahaan
melalui penerapan suatu program sistem evaluasi mutu yang ketat dan selaras
dengan telah diterimanya sertifikat Internasional 1SO 9002 dan API 5L. Sesuai
dengan persyaratan mutu internasional PT SPINDO, Tbhk memenuhi standar
ASTM, BS, JIS, ISO, API, AS dan Sni. Basis
Lion Metal Works, Tbk

PT Lion Metal Works Tbk adalah perusahaan pabrikasi pelat baja berbasis
di Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan peralatan kantor, peralatan
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4)

5)
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gudang, saluran C, bahan bangunan dan konstruksi, dan peralatan keamanan &
keselamatan. PT Lion Metal Works Tbk memiliki kapasitas produksi tahunan
sebesar 60.000 ton. Perusahaan ini didirikan pada 16 Agustus 1972 di Jakarta
dengan nama PT Lion Metal Works Tbk sebagai perusahaan Penanaman Modal
Asing dan didirikan sebagai perusahaan patungan antara pengusaha Indonesia
dengan perusahaan Singapura dan Malaysia. Berkantor pusat di Cakung Jakarta
Timur, PT Lion Metal Works Thk dibangun di atas lahan seluas 32.130 meter
persegi, fasilitas bangunan 19.814 meter persegi mempekerjakan 904 karyawan.
Kantor Pemasaran berlokasi di Sidoarjo untuk memenuhi permintaan wilayah
Jawa Timur. PT Lion Metal Works Tbk juga memiliki pabrik yang berlokasi di
The Lion Group Industrial Park yang berlokasi di Purwakarta. Dengan kapasitas
produksi yang baik, PT Lion Metal Works Thk memiliki produk dengan merek
yang dikenal dari segi kualitas dan kekuatan.
Pelangi Indah Canindo, Thk

Pelangi adalah salah satu produsen terdepan dalam industri pengemasan
metal di Indonesia untuk bermacam produk durm, tabung elpiji, kaleng pail,
kaleng makanan, dan kemasan kaleng untuk memenuhi kebutuhan industry dan
konsumen umum. Dengan enam fasilitas produksi di pulau Jawa, Pelangi telah
berhasil mengoptimalisasi operasi dan cakupan pasarnya Pelangi Indah Canindo
mulai mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 1983 sebagai
produsen pail can dan general can dalam berabagai ukuran. Tahun 1990 Pelangi
Indah Canindo mengembangkan produk steel drum untuk kebutuhan industri.
Perkembangan yang terus meningkat mendorong Pelangi Indah Canindo untuk
mendiversifikasi basis industrinya pada produk tabung LPG (cylinder tank) pada
tahun 1994. Tahun 2000, mulai mengekspor ke Australia, Vietnam, Bangladesh
dan negara-negara lainnya. Selanjutnya pada Tahun 2006, Pelangi Indah
Canindo mulai memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg untuk keperluan program
koversi gas yang mulai dicanangkan pemerintah Indonesia.
Tembaga Mulia Semanan, Tbk

Tembaga Mulia Semanan, Tbk didirikan pada 3 Febuari tahun 1977 di
daerah Jakarta, dengan moto TMS berarti Kualitas dan Hijau dengan tujuan
adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang
mulai memproduksi sejak bulan Desember tahun 1979 dan telah berhasil
memasok batangan dan kawat tembaga berkualitas, batangan aluminium, serta
produk-produk kawat dengan mengirimkan tepat waktu ke seluruh Indonesia
dan pasar luar negeri melalui aktivitas versi 1SO 9001:2015, dan 14001:2015.
Perseroan ini merupakan satu-satunya Group Perusahaan Furukawa yang
menghasilkan batang dan kawat alumunium dengan demikian prospeknya sangat
cerah dan menjanjikan.
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4.2 Kondisi Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada
Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-
2019

Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya membuat laporan keuangan
tahunan dengan tujuan menyajikan kondisi serta informasi mengenai perusahaan untuk
memudahkan masyarakat umum dalam memperoleh informasi serta pengambilan
keputusan terkait perusahaan.

Pada lampiran, disajikan berupa laporan laba rugi yang menunjukan pendapatan
dan beban yang digunakan sebagai dasar perhitungan laporan laba rugi fiskal dari
Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya pada periode 2017-2019.
Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk kepentingan perpajakan yang
dibuat berdasarkan laporan laba rugi komersial yang kemudian dilakukan koreksi
positif dan negatif terhadap pendapatan dan biaya. Koreksi positif bertujuan untuk
menambah Penghasilan Kena Pajak, koreksi positif akan menambah pendapatan dan
mengurangi biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Sedangkan koreksi
negatif bertujuan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak yang disebabkan oleh
pendapatan komersial yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan fiskal serta biaya-
biaya komersial yang lebih kecil dibandingkan biaya-biaya fiskal.

Pada laporan laba rugi fiskal yang disajikan pada 4.3 terdapat pendapatan,
menurut objek pajak diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor
11 Tahun 2020 yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: Pasal 4 Ayat (1) pendapatan
merupakan objek pajak, Pasal 4 Ayat (2) pendapatan yang dikenai pajak yang bersifat
final dan Pasal 4 Ayat (3) yang dikecualikan dari objek pajak. Untuk biaya diatur pada
Pasal 6 mengenai biaya yang diperkenankan sebagai pengurang, dan Pasal 9 mengatur
tentang biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Berdasarkan Undang-
Undang Pajak Penghasilan tersebut maka dilakukan koreksi fiskal pada pendapatan
dan biaya. Laba rugi fiskal merupakan hasil dari rekonsiliasi fiskal yang digunakan
sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung dengan cara
Penghasilan Kena Pajak dikali tarif PPh sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) sebesar 25%.

4.3 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada
Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-
2019

Berdasarkan laporan keuangan komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub
Sektor Logam dan Sejenisnya, maka peneliti melakukan analisis rekonsiliasi fiskal
yang disajikan pada uraian sebagai berikut:



4.3.1 Rekonsiliasi Fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk
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1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Betonjaya Manunggal Tbk untuk Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.1

PT Betonjaya Manunggal Tbhk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
eterangan Akuntansi | Koreksi | Koreksi | Fiskal
Positif | Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Besi Beton 55.673.513 55.673.513
Missroll dan Lain-Lain 16.506.834 16.506.834
Waste Plate 15.830.514 15.830.514
Total 88.010.862 - - 88.010.862
Beban Pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 51.810.375 51.810.375
Persediaan Awal 5.004.607 5.004.607
Persediaan Akhir (1.606.050) (1.606.050)
Beban Pokok Penjualan Waste
Plate 12.802.510 12.802.510
Total 68.011.442 - - 68.011.442
Beban Usaha
Beban Penjualan
Gaji dan Tunjangan 230.898 230.898
Beban Umum dan Administrasi
Gaji, upah dan Tunjangan 5.324.837 5.324.837
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja 464.898 464.898
Imbalan Kerja 457.784 457.748 -
Sumbangan dan Jamuan 357.130 357.130 -
Jasa Profesional 241.869 241.869
Keperluan Kantor 129.051 129.051
Listrik, Air, Faksimili, Telepon
dan Telex 102.103 102.103
Penyusutan Aset Tetap 65.344 1.299.799 1.365.144
Pajak dan Perijinan 42.453 1.500 40.953
Penyisihan Kerugian Penurunan
Nilai Piutang 18.234 16.145 34.379
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Lain-Lain 284.351 71.053 213.297
Total 7.718.920 887.431 | 1.315.944 8.147.433
Pendapatan Operasi Lain

Laba Selisih Kurs 932.806 932.806
Bunga Deposito 1.510.968 1.510.968 -
Jasa Giro 7.174 7.174 -
Bagian Laba Bersih Entitas

Asosiasi 226.263 226.263 -
Total 2.677.212 - 1.744.405 932.806
Beban Operasi Lain

Beban Lainnya 220.654 220.654
Total 220.654 - - 220.654
Penghasilan Kena Pajak 14.737.057 12.564.138
Kompensasi Rugi Fiskal Tahun i (9.786.947)
Lalu

Penghasilan Kena Pajak - 2.777.191

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Betonjaya Manunggal Tbk untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.2
PT Betonjaya Manunggal Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal
Ket Menurut Menurut
eterangan Akuntansi | Koreksi | Koreksi | Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Besi Beton 85.847.693 85.847.693
Waste Plate 24.284.903 24.284.903
Missroll dan Lain-Lain 7.356.595 7.356.595
Total 117.489.192 - - 117.489.192
Beban Pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 70.488.473 70.488.473
Persediaan Awal 1.606.050 1.606.050
Persediaan Akhir (5.971.525) (5.971.525)
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Beban Pokok Penjualan Waste

Plate 19.584.314 19.584.314
Total 85.707.312 - - 85.707.312
Beban Usaha

Beban Penjualan

Gaji dan Tunjangan 247.932 247.932
Beban Umum dan Administrasi

Gaji, upah dan Tunjangan 5.228.489 5.228.489
Jasa Profesional 722.147 722.147
Sumbangan 577.950 577.950 -
Outsourcing 521.291 521.291
Imbalan Kerja 449,961 449,961 -
Kantor 145.271 145.271
Listrik, Air, Telepon dan Telex 96.000 96.000
Pajak dan Perijinan 197.110 60.915 136.194
Penyusutan Aset Tetap 50.970 1.711.436 1.762.406
Cadangan Penurunan Nilai Piutang 33.828 33.828
Lain-Lain 256.356 58.052 198.304
Total 8.527.310 1.146.879 1.711.436 9.091.867
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Selisih Kurs 8.221.593 8.221.593 -
Pendapatan Bunga Deposito dan

Jasa Giro 2.151.262 2.151.262 -
Pemulihan Cadangan Penurunan

Nilai Piutang 85.457 51.629 33.828
Laba Penjualan Efek Tersedia

Dijual 2.301.670 2.301.670 -
Total 12.759.982 - 12.726.154 33.828
Beban Operasi Lain

Rugi Atas Entitas Asosiasi 1.712.077 | 1.712.077 -
Lain-Lain 65.598 65.598
Total 1.777.676 1.712.077 - 65.598
Penghasilan Kena Pajak 34.236.874 22.658.241

Sumber: Data diolah, 2021

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Betonjaya Manunggal Tbk untuk Tahun 2019 sebagai berikut:
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PT Betonjaya Manunggal Tbhk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

50

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
eterangan Akuntansi | Koreksi | Koreksi | Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Besi Beton 80.011.519 80.011.519
Waste Plate 36.123.405 36.123.405
Missroll dan Lain-Lain 6.190.783 6.190.783
Total 122.325.708 - - 122.325.708
Beban Pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 72.129.534 72.129.534
Persediaan Awal 5.971.525 5.971.525
Persediaan Akhir (3.450.753) (3.450.753)
Beban Pokok Penjualan
Waste Plate 31.864.831 31.864.831
Total 106.515.138 - - 106.515.138
Beban Usaha
Beban Penjualan
Gaji dan Tunjangan 236.438 236.438
Beban Umum dan
Administrasi
Gaji, upah dan Tunjangan 6.887.580 6.887.580
Jasa Profesional 722.013 722.013
Sumbangan 664.322 664.322 -
Outsourcing 534.802 534.802
Imbalan Kerja 529.067 529.067 -
Kantor 155.683 155.683
Listrik, Air, Telepon dan
Telex 100.930 100.930
Pajak dan Perizinan 89.656 1.100 88.556
Penyusutan Aset Tetap 44585 1.108.901 1.153.486
Cadangan Penurunan Nilai
Piutang 28.753 28.753
Lain-Lain 383.498 179.767 203.730
Total 10.377.333 1.374.257 1.108.901 10.111.977

Pendapatan Operasi Lain
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Pendapatan Bunga Deposito 4.425.300 4.425.300 -
dan  Jasa Giro

Pemulihan Cadangan 40.330 11.576 28.753
Penurunan Nilai Piutang

Laba Penjualan Aset Tetap 300 300
Laba Atas Entitas Asosiasi 522.744 522.744 -
Lain-Lain 20 20
Total 4.988.696 - 4.959.621 29.074
Beban Operasi Lain

Rugi Selisih Kurs 6.483.513 6.483.513 -
Beban Keuangan 966.926 622.324 344.602
Lain-Lain 81.376 81.376
Total 7.531.817 7.105.838 - 425,978
Penghasilan Kena Pajak 2.890.115 5.301.688

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang
termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.4

Beda Tetap dan Beda Waktu PT Betonjaya Manunggal Thk

Keterangan Koreksi Positif Koreksi Negatif
Beda Tetap - Sumbangan dan jamuan - Bunga deposito
- Biaya Pajak - Bunga jasa giro
- Biaya lain-lain - Bagian laba bersih entitas
- Rugi selisih kurs asosiasi
- Beban keuangan - Pendapatan selisih kurs
- Laba penjualan efek tersedia
dijual
Beda Waktu - Imbalan kerja - Penyisihan kerugian penurunan
nilai piutang
- Penyusutan aset tetap

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai
rekonsiliasi fiskal PT Betonjaya Manunggal Thk tahun 2017-2019 adalah sebagai

berikut:
1) Penyusutan

Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan “pengeluaran
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa
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manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan
melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat
perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan
penyusutan fiskal. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang
digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode
penyusutan yang digunakan oleh PT Betonjaya Manunggal Thk sama dengan
metode yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada
tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Penyusutan Aset Tetap PT Betonjaya Manunggal Tbk Tahun 2017-2019
Jenis Harta Umur Manfaat Umur Manfaat Penjelasan
Menurut Perusahaan | Menurut Pajak

Bangunan dan 20 tahun 20 tahun Menurut fiskal penyusutan

prasarana aset tetap dihitung
berdasarkan
pengelompokan harta
berwujud termasuk

kedalam  jenis  aktiva
permanen dengan tarif 5%.

Mesin dan 10-16 tahun 16 tahun Menurut fiskal termasuk
perlengkapan kedalam  kelompok 3
dengan tarif penyusutan
sebesar 6,25%.

Instalansi gas 4-15 tahun 16 tahun Menurut fiskal termasuk

dan listrik kedalam  kelompok 3
dengan tarif penyusutan
sebesar 6,25%.

Kendaraan 5-10 tahun 8 tahun Menurut fiskal termasuk

kedalam  kelompok 2
dengan tarif penyusutan
sebesar 12,5%.

Inventaris 4 tahun 4 tahun Menurut fiskal termasuk
kantor dan kedalam  kelompok 1
pabrik dengan tarif penyusutan

sebesar 25%.

Sumber: Data diolah, 2021

2) Penghasilan
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan jasa giro atas transaksi yang bersifat
final, hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36
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Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

b. Pendapatan selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 s.t.d.d PP-
45/2019, karena pendapatan selisih kurs tersebut belum terealisasi sehingga
tidak dapat diakui sebagai pendapatan.

c. Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang, terdapat perbedaan waktu antara
komersial dengan fiskal. Menurut komersial pemulihan cadangan penurunan
nilai piutang dapat diakui sebagai pendapatan, sedangkan menurut fiskal
pendapatan tersebut sifatnya tidak rill sehingga tidak dapat diakui sebagai
pendapatan yang dikecualikan perusahaan dapat membuat cadangan
sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam PMK 81/2009 s.t.d.t PMK
219/2012.

d. Bagian laba entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Betonjaya
Manunggal Tbk atas saham milik PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (PT GDS)
yang dicatat dengan metode ekuitas yang mempunyai pengaruh signifikan.
Pembagian laba pada saat pencatatan kenaikan investasi belum terjadi
berdasarkan pasal 23 ayat (4) huruf e sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan.

e. Laba penjualan efek tersedia dijual yang berasal dari transaksi penjualan
melalui Bursa Efek Indonesia merupakan objek PPh final pasal 4 ayat (2),
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

a. Imbalan kerja, hal ini karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau
pemupukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat
karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Sumbangan dan jamuan berupa dana sosial keagamaan berdasarkan pasal 9 ayat
(1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan, yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

c. Pajak dan perijinan termasuk Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena biaya pajak tersebut
merupakan pajak penghasilan. Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan
dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan.
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d. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf
c bagian 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan, karena merupakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan
piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi.

e. Beban lain-lain termasuk kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari biaya kegiatan kebersihan
lingkungan dan hari besar nasional yang dilakukan warga sekitar perseroan yang
tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

f. Bagian rugi atas entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Betonjaya
Manunggal Tbk atas saham milik PT Gunawan Dianjaya Steel Thk (PT GDS)
yang dicatat dengan metode ekuitas yang mempunyai pengaruh signifikan. Pada
saat pencatatan kenaikan investasi belum terjadi sehingga biaya tersebut tidak
dapat dikurangkan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pajak Penghasilan.

g. Kerugian selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 yang menjelaskan
bahwa kerugian selisin kurs tidak dapat diakui sebagai biaya karena biaya
tersebut belum terealisasi.

h. Beban Keuangan berupa biaya bunga berdasarkan pasal 9 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena jumlah rata-rata
pinjaman sama besarnya dengan jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai
deposito berjangka lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas
pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan.

4) PPh Terutang

Tabel 4.6
PPh Terutang PT Betonjaya Manunggal Tbk tahun 2017-2019
Ket Tahun
ererangan 2017 2018 2019

Penghasilan Kena Pajak 2.777.191.000 22.685.241.000 5.301.688.000
PPh Terutang (25%) 694.297.750 5.664.560.250 1.325.422.000
Kredit Pajak:
PPh 22 14.786.159 4.941.000 11.155.000
PPh 25 - 2.563.063.443 2.334.793.647
PPh Terutang (kurang/lebih bayar) 679.511.591 3.096.555.807 (1.020.526.647)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa PT Betonjaya Manunggal
Tbk memiliki pajak kurang bayar untuk tahun 2017-2018 dan lebih bayar untuk tahun
2019. Kurang bayar terjadi karena PPh badan terutang lebih besar dibandingkan kredit
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pajak, dan apabila terjadi lebih bayar maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi atas
kelebihan pembayaran pajak tersebut.

e Kompensasi kerugiaan fiskal tahun 2017

Pada tahun 2016 PT Betonjaya Manunggal Tbk mengalami kerugian fiskal
sebesar Rp9.786.947.081. Berdasarkan pasal 6 ayat (2), apabila penghasilan bruto
setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengalami kerugian,
maka kerugian tersebut dikompensasikan dalam 5 tahun berikutnya. Berikut laba rugi
fiskal PT Betonjaya Manunggal Thk:

- 2017 : laba fiskal = 12.564.138.334

Kompensasi kerugian adalah sebagai berikut:

- Rugi fiskal tahun 2016 = (Rp9.786.947.081)
- Laba fiskal tahun 2017 = Rp12.564.138.334 (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2016 = RpO

Berdasarkan perhitungan diatas, tidak ada rugi fiskal tahun 2016 yang tersisa maka
untuk tahun berikutnya tidak boleh dilakukan kompensasi kembali.

4.3.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.7
PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal
Ket Menurut Menurut
eterangan Komersial | Koreksi | Koreksi Fiskal
Positif Negatif

Pendapatan
Penjualan Bersih
Lokal:
Pipa Air 732.999.000 732.999.000
Pipa Hitam 634.821.000 634.821.000
Pipa Mekanis 603.365.000 603.365.000
Pipa Spiral 642.210.000 642.210.000
Strip dan Plat 356.574.000 356.574.000
Pipa Perabot 344.943.000 344.943.000
Pipa Stainless 98.497.000 98.497.000
Tiang 50.616.000 50.616.000
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Pipa Hitam API 7.113.000 7.113.000
Jasa dan Lain-Lain 61.031.000 61.031.000
Sub Jumlah | 3.532.169.000 3.532.169.000
Ekspor:
Pipa Hitam 88.907.000 88.907.000
Pipa Air 30.034.000 30.034.000
Pipa Spiral 8.046.000 8.046.000
Pipa Stainless 3.566.000 3.566.000
Jasa dan Lain-Lain 88.000 88.000
Sub Jumlah 130.641.000 130.641.000
Total 3.662.810.000 - - 3.662.810.000
Beban Pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 3.062.355.000 3.062.355.000
Persediaan Awal 846.802.000 846.802.000
Persediaan Akhir (808.904.000) (808.904.000)

Total

3.100.253.000

- 3.100.253.000

Beban Usaha
Beban Penjualan dan Distribusi

Ekspor dan Pengiriman 59.556.000 59.556.000
Gaji dan Tunjangan 25.306.000 25.306.000
Komisi dan Klaim 25.621.000 25.621.000
Lain-Lain 15.377.000 15.377.000
Beban Umum dan Administrasi

Gaji dan Tunjangan 62.150.000 62.150.000
Imbalan Pasca Kerja 21.343.000 | 12.356.000 8.987.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud 16.058.000 | 10.719.000 5.339.000
Pajak dan Perijinan 45.817.000 | 36.278.000 9.539.000
Perbaikan dan Pemeliharaan 10.352.000 5.176.000 5.176.000
Honorarium Tenaga Ahli 7.283.000 7.283.000
Penyusutan Aset Tetap 7.172.000 8.243.000 15.415.000
Jasa Manajemen 1.770.000 1.770.000
Listrik dan Air 1.179.000 1.179.000
Telepon dan Faximili 1.438.000 1.438.000
Pencadangan Piutang 4.583.000 4.583.000
Lain-Lain 9.360.000 8.397.000 963.000
Total 314.365.000 | 72.926.000 | 8.243.000 249.682.000
Pendapatan Operasi Lain

Penjualan Barang Avalan 68.853.000 68.853.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro 105.000 103.000 2.000
Pendapatan Klaim Asuransi 836.000 836.000
Laba Penjualan Aset Tetap 90.000 90.000
Lain-Lain 17.269.000 17.269.000
Total 87.153.000 - 103.000 87.050.000
Beban Operasi Lain

Bunga Bank 202.409.000 202.409.000




57

Provisi dan Administrasi Bank 65.337.000 65.337.000
Bunga Sewa Pembiayaan 2.014.000 1.308.000 706.000
Kerugian Selisih Kurs 15.444.000 15.444.000
Beban Penurunan Nilai Persediaan 18.613.000 8.029.000 10.584.000
Beban Pembukaan Letter Of Credit 7.790.000 7.790.000
Bagian Rugi Entitas Asosiasi 322.000 48.000 274.000
Lain-Lain 2.986.000 2.986.000
Total 314.915.000 9.385.000 - 305.530.000
Penghasilan Kena Pajak 20.430.000 94.395.000

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.8

PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk

Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal
Ket Menurut Menurut
eterangan Komersial | Koreksi | Koreksi | Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Lokal:
Pipa Air 898.005.000 898.005.000
Pipa Hitam 750.787.000 750.787.000
Pipa Mekanis 731.906.000 731.906.000
Pipa Spiral 649.419.000 649.419.000
Strip dan Plat 585.804.000 585.804.000
Pipa Perabot 444.771.000 444.771.000
Pipa Stainless 104.252.000 104.252.000
Tiang 24.382.000 24.382.000
Engsel 6.671.000 6.671.000
Pipa Hitam API 262.000 262.000
Jasa dan Lain-Lain 29.707.000 29.707.000
Sub Jumlah 4.225.966.000 4.225.966.000
Ekspor:
Pipa Hitam 195.810.000 195.810.000
Pipa Air 43.303.000 43.303.000
Pipa Spiral 2.216.000 2.216.000
Jasa dan Lain-Lain 295.000 295.000
Sub Jumlah 241.624.000 241.624.000
Total 4.467.590.000 - - 4.467.590.000
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Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Produksi 4.082.712.000 4.082.712.000
Persediaan Awal 808.904.000 808.904.000
Persediaan Akhir (955.722.000) (955.722.000)
Total 3.935.894.000 - - 3.935.894.000
Beban Usaha

Beban Penjualan dan Distribusi

Ekspor dan Pengiriman 59.236.000 59.236.000
Gaji dan Tunjangan 25.189.000 25.189.000
Komisi dan Klaim 15.846.000 15.846.000
Lain-Lain 10.285.000 10.285.000
Beban Umum dan Administrasi

Gaji dan Tunjangan 67.834.000 67.834.000
Imbalan Pasca Kerja 18.779.000 | 8.369.000 10.410.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud 16.209.000 | 7.735.800 8.473.200
Pajak dan Perijinan 11.834.000 | 10.775.000 1.059.000
Perbaikan dan Pemeliharaan 8.669.000 | 4.334.500 4.334.500
Honorarium Tenaga Ahli 8.137.000 8.137.000
Penyusutan Aset Tetap 4.329.000 | 4.328.700 300.000
Jasa Manajemen 3.290.000 3.290.000
Listrik dan Air 1.193.000 1.193.000
Telepon dan Faximili 787.000 787.000
Pencadangan Piutang 281.000 281.000
Lain-Lain 8.249.000 | 7.931.000 318.000
Total 260.147.000 | 43.474.000 - 216.673.000
Pendapatan Operasi Lain

Penjualan Barang Avalan 94.957.000 94.957.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro 6.577.000 1.591.000 4.986.000
Bagian Rugi Entitas Asosiasi 1.243.000 203.000 1.446.000
Pendapatan Klaim Asuransi 1.501.000 1.501.000
Laba Penjualan Aset Tetap 231.000 231.000
Lain-Lain 8.207.000 8.207.000
Total 112.716.000 - 1.794.000 111.328.000
Beban Operasi Lain

Bunga Bank 160.362.000 160.362.000
Provisi dan Administrasi Bank 95.460.000 95.460.000
Bunga Sewa Pembiayaan 1.591.000 1.591.000
Kerugian Selisih Kurs 44.450.000 | 6.579.000 37.871.000
Beban Penurunan Nilai Persediaan 12.523.000 320.000 12.203.000
Beban Pembukaan Letter Of Credit 8.510.000 8.510.000
Lain-Lain 1.729.000 1.729.000
Total 324.625.000 | 6.899.000 - 317.726.000
Penghasilan Kena Pajak 59.640.000 108.625.000

Sumber: Data diolah, 2021
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3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.9

PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk

Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
eterangan Komersial | Koreksi | Koreksi | Fiskal
Positif Negatif

Pendapatan

Penjualan Bersih

Lokal:

Pipa Air 816.686.000 816.686.000

Pipa Spiral 815.449.000 815.449.000

Pipa Hitam 811.910.000 811.910.000

Pipa Mekanis 803.843.000 803.843.000

Pipa Perabot 578.995.000 578.995.000

Strip dan Plat 544.972.000 544.972.000

Pipa Stainless 95.613.000 95.613.000

Tiang 72.510.000 72.510.000

Jasa dan Lain-Lain 14.885.000 14.885.000
Sub Jumlah 4.554.863.000 4.554.863.000

Ekspor:

Pipa Hitam 268.749.000 268.749.000

Pipa Air 45.364.000 45.364.000

Pipa Spiral 16.057.000 16.057.000

Jasa dan Lain-Lain 842.000 842.000
Sub Jumlah 331.012.000 331.012.000

Total 4.885.875.000 - - 4.885.875.000

Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Produksi 4.120.827.000 4.120.827.000

Persediaan Awal 955.722.000 955.722.000

Persediaan Akhir (879.065.000) (879.065.000)

Total 4.197.484.000 - - 4.,197.484.000

Beban Usaha

Beban Penjualan dan Distribusi

Ekspor dan Pengiriman 93.806.000 93.806.000

Gaji dan Tunjangna 26.755.000 26.755.000

Komisi dan Klaim 16.852.000 16.852.000

Lain-Lain 12.329.000 12.329.000

Beban Umum dan Administrasi
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Gaji dan Tunjangan 62.903.000 62.903.000
Pajak dan Perijinan 23.326.000 | 22.929.000 397.000
Imbalan Pasca Kerja 20.699.000 9.885.000 10.814.000
Perbaikan dan Pemeliharaan 8.978.000 4.489.000 4.489.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud 7.614.000 5.757.000 1.857.000
Penyusutan Aset Tetap 4.826.000 | 3.873.000 953.000
Pencadangan Piutang 4.818.000 4.818.000 -
Jasa Manajemen 4.800.000 4.800.000
Honorarium Tenaga Ahli 1.376.000 1.376.000
Listrik dan Air 948.000 948.000
Telepon dan Faxili 730.000 730.000
Lain-Lain 6.838.000 1.375.000 5.463.000
Total 297.598.000 | 53.126.000 - 244.472.000
Pendapatan Operasi Lain

Penjualan Barang Avalan 86.937.000 86.937.000
Keuntungan Selisih Kurs 21.094.000 21.094.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro 8.939.000 157.000 8.782.000
Bagian Rugi Entitas Asosiasi 1.616.000 12.000 1.628.000
Pendapatan Klaim Asuransi 485.000 485.000
Laba Penjualan Aset Tetap 82.000 82.000
Lain-Lain 4.289.000 4.289.000
Total 123.442.000 - 169.000 123.297.000
Beban Operasi Lain

Bunga Bank 167.804.000 167.804.000
Provisi dan Administrasi Bank 92.369.000 92.369.000
Bunga Sewa Pembiayaan 1.502.000 1.502.000 -
Beban Penurunan Nilai Persediaan 13.281.000 7.305.000 5.976.000
Beban Pembukaan Letter Of Credit 4.994.000 4.994.000
Lain-Lain 992.000 574.000 418.000
Total 280.942.000 | 9.381.000 - 271.561.000
Penghasilan Kena Pajak 233.293.000 295.655.000

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang
termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.10
Beda Tetap dan Beda Waktu PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk

Keterangan

Koreksi Positif

Koreksi Negatif

Beda Tetap -

Bagian rugi entitas anak

- Biaya pajak

- Perbaikan dan pemeliharaan
- Biaya lain-lain

- Kerugian selisih kurs

- Bunga sewa pembiayaan

- Bunga deposito dan jasa giro
- Bagian rugi entitas asosiasi
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Sumbangan

Beda Waktu

Imbalan pasca kerja

Amortisasi aset tak berwujud
Penyusutan aset tetap 2018-2019
Beban penurunan nilai persediaan

Penyusutan aset tetap 2017

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai

rekonsiliasi fiskal PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk tahun 2017-2019 adalah

sebagai berikut:
1) Penyusutan

a. Amortisasi Aset tak berwujud meliputi biaya perolehan perangkat lunak

berdasarkan pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana
telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan. Hal ini karena terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal.
Menurut komersial aset tak berwujud memiliki masa manfaat 5-10 tahun
sedangkan menurut fiskal memiliki masa manfaat 4 tahun.

. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat
dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana
yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara
penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini
terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum
sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh
PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk sama dengan metode yang digunakan
oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Penyusutan Aset Tetap Steel Pipe Industry Of Indonesia Thk Tahun 2017-2019

Jenis Harta Umur Manfaat Umur Manfaat Penjelasan
Menurut Perusahaan | Menurut Pajak
Kendaraan 2-4 tahun 8 tahun Menurut fiskal
termasuk kedalam
kelompok 2 dengan
tarif penyusutan
sebesar 12,5%
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Inventaris 2-4 tahun 4 tahun Menurut fiskal

kantor termasuk kedalam
kelompok 1 dengan
tarif penyusutan
sebesar 25%.

Sumber: Data diolah, 2021

2) Penghasilan

a. Penghasilan berupa jasa giro atas transaksi yang bersifat final, hal ini
berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pajak Penghasilan.

b. Pendapatan lain-lain berupa dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang
bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

c. Bagian rugi atas entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Steel Pipe
Industry Of Indonesia Tbk atas saham milik PT Sanko Steel Indonesia dengan
presentase kepemilikan 50% yang dicatat dengan metode ekuitas yang
mempunyai pengaruh signifikan. Pada saat pencatatan kenaikan investasi belum
terjadi sehingga penghasilan tersebut tidak dapat diakui sebagai penghasilan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan.

3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

a. Imbalan kerja, hal ini karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau
pemupukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat
karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Pajak dan perijinan termasuk Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena biaya pajak tersebut
merupakan pajak penghasilan. Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan
dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan.

c. Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap termasuk kedalam KEP-
220/PJ/2002 dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perbaikan dan
pemeliharaan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.

d. Beban lain-lain termasuk kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
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2020 tentang Pajak Penghasilan, berupa sumbangan dan keamanan yang tidak
dapat dikurangkan sebagai biaya.

e. Penurunan nilai aktiva dalam persediaan tidak boleh dijadikan sebagai biaya
karena penurunan nilai persediaan ini terjadi akibat penurunan harga persediaan
yang belum terjual dan wajib pajak tidak diperkenankan untuk membuat
penyisihan penyusutan persediaan berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

f. Pencadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha lain yang menyalurkan
kredit merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan
Pasal 9 Ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana
telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan.

g. Beban bunga sewa pembiayaan karena terdapat perbedaan antara komersial dan
fiskal. Ada beberapa aset tetap yang berasal dari transaksi sewa usaha dengan
hak opsi Dalam laporan keuangan komersial perusahaan hanya mengakui beban
bunga dan beban penyusutan. Sedangkan secara fiskal, perusahaan boleh
membebankan pembayaran tahunan angsuran sewa guna usaha yang terdiri dari
bunga dan angsuran pokok. Hal ini menyebabkan timbulnya beda waktu karena
pada akhir masa sewa guna usaha nilai aktiva yang diakui secara akuntansi dan
fiskal sama. Pada tahun 2019 perusahaan mengakui angsuran pokok sewa usaha,
inilah yang dikoreksi pada akun beban bunga berdasarkan pasal 23 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

h. Bagian rugi atas entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Steel Pipe
Industry Of Indonesia Tbk atas saham milik PT Sanko Steel Indonesia dengan
presentase kepemilikan 50% yang dicatat dengan metode ekuitas yang
mempunyai pengaruh signifikan. Pada saat pencatatan kenaikan investasi belum
terjadi sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan berdasarkan pasal 9
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

I. Kerugian selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 yang menjelaskan
bahwa kerugian selisih kurs tidak dapat diakui sebagai biaya karena biaya
tersebul belum terealisasi.

4) PPh Terutang

Tabel 4.12
PPh Terutang PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk tahun 2017-2019
Keterangan Tahun
g 2017 2018 2019

Penghasilan Kena Pajak 94.395.000.000 | 108.625.000.000 | 295.655.000.000
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PPh Terutang (25%)
Kredit Pajak:

PPh 22

PPh 23

PPh Terutang (lebih bayar)

18.879.000.000 | 21.725.000.000 59.131.000.000
46.561.000.000 | 62.532.000.000 76.178.000.000
49.000.000 60.000.000 128.000.000
(27.731.000.000) | (40.867.000.000) | (17.175.000.000)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa PT Steel Pipe Industry Of
Indonesia Tbk memiliki pajak lebih bayar untuk tahun 2017-2019, yang artinya dapat
mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

4.3.3 Rekonsiliasi Fiskal PT Lion Metal Works Tbhk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Lion Metal Works Tbhk untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.13
PT Lion Metal Works Thk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
elerangan Komersial | Koreksi | Koreksi |  Fiskal
Positif | Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Domestik 346.116.321 4.184.758 341.931.563
Ekspor 3.690.000 3.690.000
Retur Penjualan (115.524) (115.524)
Total 349.690.796 4.184.758 345.506.038
Beban pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 238.387.031 238.387.03
Persediaan Awal 17.077.166 17.077.166
Persediaan Akhir (26.903.870) (26.903.870)
Persediaan Barang Jadi Awal Tahun 94.619.298 94.619.298

Persediaan Barang Jadi Akhir Tahun

(96.915.116)

(96.915.116)

Total 226.264.507 - 226.264.507
Beban Usaha

Beban Penjualan

Penelitian dan Pemasangan 16.539.515 16.539.515
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 5.344.779 5.344.779
Komisi Penjualan 3.902.406 3.902.406
Pengepakan dan Pengangkutan 3.626.499 3.626.499
Perbaikan dan Pemeliharaan 1.037.188 1.037.188




65

Penyusutan Aset Tetap 576.251 576.251
Iklan dan Pameran 255.108 255.108
Lain-Lain 1.833.153 1.833.153
Beban Umum dan Administrasi

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 58.481.765 | 27.044.170 | 3.854.833 35.292.429
Penyusutan Aset Tetap 4.565.296 239.865 4.805.161
Perbaikan dan Pemeliharaan 1.562.879 781.439 781.439
Pajak Bumi dan Bangunan 1.385.095 1.385.095
Pos, Telepon dan Alat Tulis 1.204.862 1.204.862
Representasi dan Sumbangan 860.464 719.308 141.156
Perjalanan 857.474 857.474
Listrik dan Air 749.251 749.251
Sewa 713.930 713.930
Asuransi 617.122 617.122
Administrasi Bank 544.348 544.348
Honorarium Konsultan 448.555 448.555
Lain-Lain 4.803.632 | 4.439.304 364.327
Total 109.909.582 | 32.984.223 | 4.094.699 81.020.058
Pendapatan Operasi Lain

Laba Selisih Kurs 1.142.949 1.142.949
Pendapatan Sewa 458.325 458.325 -
Laba Penjualan Aset Tetap 193.200 193.200
Penghasilan Keuangan 7.156.010 7.129.659 26.351
Total 8.950.485 - 7.587.984 1.362.501
Beban Operasi Lainnya

Beban Bunga 2.040.451 712.444 1.328.006
Beban Lainnya 251.300 251.300
Total 2.291.752 712.444 - 1.579.307
Rugi Entitas Anak 4.497.795
Penghasilan Kena Pajak 20.175.438 42.502.460

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan

laba rugi PT Lion Metal Works Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:



Tabel 4.14

PT Lion Metal Works Thk

Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018
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(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
elerangan Komersial | Koreksi | Koreksi Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Domestik 422.428.663 10.761.577 411.667.086
Ekspor 2.175.779 2.175.779
Retur Penjualan (476.022) (476.022)
Total 424.128.420 - 10.761.577 413.366.843
Beban pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 258.072.602 258.072.602
Persediaan Awal 26.903.870 26.903.870
Persediaan Akhir (31.125.308) (31.125.308)
Persediaan Barang Jadi Awal Tahun 96.915.116 96.915.116
Pembelian Barang Jadi 286.125 286.125
Pembelian Barang Jadi Akhir Tahun (82.549.470) (82.549.470)
Total 268.502.935 - - 268.502.935
Beban Usaha
Beban Penjualan
Penelitian dan Pemasangan 19.863.221 19.863.221
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 5.441.887 5.441.887
Komisi Penjualan 8.400.862 8.400.862
Pengepakan dan Pengangkutan 5.616.095 5.616.095
Perbaikan dan Pemeliharaan 1.247.134 1.247.134
Penyusutan Aset Tetap 457.492 457.492
Iklan dan Pameran 113.963 113.963
Lain-Lain 8.613.346 5.778.572 2.834.774
Beban Umum dan Administrasi
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 70.133.384 | 36.856.207 8.337.071 41.614.248
Penyusutan Aset Tetap 4.169.827 362.808 4.532.635
Perbaikan dan Pemeliharaan 1.989.881 994.940 994.940
Penyisihan Penurunan Nilai 1.881.672 1.881.672 -
Pajak Bumi dan Bangunan 1.546.332 1.546.332
Pos, Telepon dan Alat Tulis 1.105.395 1.105.395
Perjalanan 1.376.682 1.376.682
Representasi dan Sumbangan 911.125 901.520 9.605
Sewa 854.004 854.004
Listrik dan Air 808.182 808.182
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Asuransi 732.011 732.011
Honorarium Konsultan 470.447 470.447
Administrasi Bank 346.439 346.439
Lain-Lain 5.406.598 584.853 4.821.744
Total 141.485.987 | 46.997.766 8.699.879 103.188.101
Pendapatan Operasi Lain

Laba Selisih Kurs 6.135.511 6.135.511
Pendapatan Sewa 367.200 367.200 -
Penghasilan Keuangan 5.335.594 5.321.146 14.447
Total 11.838.305 - 5.688.346 6.149.958
Beban Operasi Lainnya

Beban Bunga 2.003.749 2.003.749
Beban Lainnya 65.427 65.427
Total 2.069.177 - - 2.069.177
Rugi Entitas Anak 3.147.098
Penghasilan Kena Pajak 23.908.625 48.903.686

Sumber: Data diolah, 2021

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Lion Metal Works Tbk untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.15

PT Lion Metal Works Thk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal
Ket Menurut Menurut
eterangan Komersial | Koreksi | Koreksi Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Domestik 374.462.347 8.528.125 365.934.222
Ekspor 1.966.815 1.966.815
Retur Penjualan (3.940.139) (3.940.139)
Total 372.489.022 - 8.528.125 363.960.897
Beban pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 249.779.491 249.779.491
Persediaan Awal 31.125.308 31.125.308
Persediaan Akhir (34.152.927) (34.152.927)
Persediaan Barang Jadi Awal
Tahun 82.549.470 82.549.470
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Pembelian Barang Jadi Akhir

Tahun (92.070.900) (92.070.900)
Total 237.230.442 - - 237.230.442
Beban Usaha

Beban Penjualan

Penelitian dan Pemasangan 17.421.628 17.421.628
Komisi Penjualan 7.397.868 7.397.868
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 6.165.759 6.165.759
Pengepakan dan Pengangkutan 6.078.120 6.078.120
Perbaikan dan Pemeliharaan 1.117.948 1.117.948
Penyusutan Aset Tetap 307.600 307.600
Iklan dan Pameran 106.875 106.875
Lain-Lain 2.118.192 53.475 2.064.716
Beban Umum dan Administrasi

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 68.952.349 | 32.519.797 | 5.841.982 42.274.534
Penyusutan Aset Tetap 3.657.403 848.793 4.506.197
Penyisihan Penurunan Nilai 3.156.279 | 3.156.279 -
Perbaikan dan Pemeliharaan 2.074.477 | 1.037.238 1.037.238
Pajak Bumi dan Bangunan 1.718.802 1.718.802
Pos, Telepon dan Alat Tulis 1.033.588 1.033.588
Perjalanan 955.788 955.788
Sewa 854.002 854.002
Listrik dan Air 741.896 741.896
Representasi dan Sumbangan 590.927 556.697 34.229
Honorarium Konsultan 532.655 532.655
Administrasi Bank 507.170 507.170
Asuransi 391.731 391.731
Lain-Lain 3.604.282 812.653 2.791.628
Total 129.485.349 | 37.323.489 | 6.690.775 98.039.981
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Sewa 367.200 367.200 -
Laba Penjualan Aset Tetap 13.000 13.000
Penghasilan Keuangan 5.587.594 5.576.528 11.065
Lain-Lain 1.228 1.228
Total 5.969.022 - 5.943.728 25.294
Beban Operasi Lainnya

Beban Bunga 2.169.756 | 2.169.756 -
Rugi Selisih Kurs 3.809.109 | 2.027.290 1.781.818
Total 5.978.866 | 4.197.047 - 1.781.818
Rugi Entitas Anak 3.747.419
Penghasilan Kena Pajak 5.763.388 30.681.368

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang
termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:
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Tabel 4.16
Beda Tetap dan Beda Waktu PT Lion Metal Works Tbhk

Keterangan Koreksi Positif Koreksi Negatif
Beda Tetap Beban pajak Bunga deposito dan jasa giro
Perbaikan dan pemeliharaan Penjualan neto
Representasi dan sumbangan Pendapatan sewa
Beban bunga pinjaman Penghasilan keuangan
Rugi selisih kurs
Biaya lain-lain
Beda Waktu Imbalan pasca kerja Penyusutan aset tetap

Penyisihan penurunan nilai

Pembayaran kesejahteraan
karyawan

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai
rekonsiliasi fiskal PT Lion Metal Works Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan
“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus
melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada
pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap
menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini terjadi karena penentuan
umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan
perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Lion Metal Works Thk
menggunakan metode saldo menurun ganda sedangkan metode yang digunakan
oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Penyusutan Aset Tetap Lion Metal Works Thk Tahun 2017-2019

Jenis Harta Umur Manfaat

Menurut Perusahaan

Umur Manfaat Penjelasan
Menurut Pajak

Mesin
peralatan

dan 8 tahun

16 tahun Menurut komersial
penyusutannya
menggunakan
metode saldo
menurun ganda
dengan tarif aktiva
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sebesar 25%,
sedangkan menurut
fiskal menggunakan
metode garis lurus
termasuk  kedalam
kelompok 3 dengan
tarif penyusutan
sebesar 6,25%.

Peralatan  pabrik
dan kantor

8 tahun

8 tahun

Menurut komersial
metode yang
digunakan adalah
metode saldo
menurun ganda
dengan tarif
penyusutannya

sebesar 25%,
sedangkan menurut
fiskal menggunakan
metode garis lurus
yang termasuk
kedalam kelompok
2 dengan tarif
penyusutan 12,5%.

Kendaraan
bermotor

4 tahun

4 tahun

Menurut komersial
kendaraan bermotor
menggunakan
metode saldo
menurun ganda
dengan tarif
penyusutannya
sebesar 50%,
sedangkan menurut
fiskal mnggunakan
metode garis lurus
yang termasuk
kedalam kelompok
1 dengan tarif
penyusutan sebesar
25%

Instalasi listrik

20 tahun

16 tahun

Menurut komersial

metode yang
digunakan adalah
metode saldo
menurun ganda
dengan tarif

penyusutannya
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sebesar 5%,
sedangkan menurut
fiskal menggunakan
metode garis lurus
yang termasuk
kedalam kelompok
3 dengan tarif
penyusutan sebesar
6,25%.

Sumber: Data diolah, 2021

2) Penghasilan

a. Penjualan neto termasuk kedalam pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena pendapatan tersebut telah
dipotong pajak penghasilan final oleh pelanggan

b. Pendapatan sewa termasuk kedalam pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan. Pendapatan atas sewa tersebut dikenai
pajak final sebesar 10% dari seluruh biaya sewa.

c. Pendapatan pada pos penghasilan keuangan terdapat penghasilan bunga deposito
yang sudah dikenakan PPh final berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pajak yang dikenakan tarif
dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh selama tahun berjalan.

3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

a. Representasi dan sumbangan berupa dana sosial keagamaan dengan memberikan
hewan qurban ke mesjid di sekitar lokasi perseroan berdasarkan pasal 9 ayat (1)
huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang
tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

b. Penyisihan beban manfaat karyawan berdasarkan pasal 9 Ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan mengenai
beban gaji sosial karyawan dan imbalan kerja yang secara komerisal dapat
dibebankan namun secara fiskal tidak bisa dibebankan sebagai biaya karena hal
itu merupakan penyisihan beban manfaat dimasa yang akan datang belum
terjadi.

c. Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan termasuk kedalam
KEP-220/PJ/2002 dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perbaikan dan
pemeliharaan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.
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d. Cadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit
merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan Pasal
9 Ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan.

e. Beban lain-lain berupa pajak termasuk pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan karena biaya pajak tersebut
merupakan PPh yang terutang oleh wajib pajak.

f. Beban lain-lain termasuk Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari biaya keamanan, dan biaya
pendidikan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

g. Beban bunga berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pajak Penghasilan, karena jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya
dengan jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka
lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut
seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

h. Rugi selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 s.t.d.d PP-45/2019,
karena pendapatan selisih kurs tersebut belum terealisasi sehingga tidak dapat
diakui sebagai pendapatan.

4) PPh Terutang

Tabel 4.18
PPh Terutang PT Lion Metal Works Tbk tahun 2017-2019
Ket Tahun

elerangan 2017 2018 2019
Penghasilan Kena Pajak 42.502.460.000 48.903.686.000 30.681.368.000
PPh Terutang (25%) 10.625.615.000 | 12.225.921.500 7.670.342.000
Kredit Pajak:
PPh 22 844.249.765 725.413.123 925.274.728
PPh 23 59.308.893 48.908.864 190.168.728
PPh 25 9.483.337.941 7.205.634.219 6.106.589.151
PPh Terutang (kurang bayar) 238.718.401 4.245.965.294 537.859.393

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang
untuk tahun 2017-2019 PT Lion Metal Works Thk lebih besar dibandingkan kredit
pajak pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan kurang bayar.
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1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Pelangi Indah Canindo Thk untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.19

PT Pelangi Indah Canindo Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
elerangan Komersial | Koreksi | Koreksi |  Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Penjualan Lokal 747.320.277 747.320.277
Potongan Penjualan (215.580) (215.580)
Retur Penjualan (39.974) (139.974)
Total 747.064.722 - - 747.064.722
Beban pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 32.709.547 32.709.547
Persediaan Awal 206.977.505 206.977.505
Pembelian 611.964.702 611.964.702
Persediaan Akhir (214.729.997) (214.729.997)
Upah Langsung 14.698.743 14.698.743
Persediaan Barang dalam Proses
Awal 28.189.718 28.189.718
Persediaan Barang dalam Proses
Akhir (26.541.017) (26.541.017)
Persediaan Barang Jadi Awal 11.915.051 11.915.051
Persediaan Barang Jadi Akhir (11.871.234) (11.871.234)
Total 653.313.019 - - 653.313.019
Beban Usaha
Beban Penjualan
Pengiriman dan Pengepakan 7.599.958 7.599.958
Penagihan 531.117 531.117
Promosi 51.711 51.711 -
Sertifikat Tabung LPG 22.500 22.500
Lain-Lain 10.725 10.725
Beban Umum dan Administrasi
Gaji dan Tunjangan 8.791.869 8.791.869
Imbalan Pasca Kerja 3.461.216 | 3.461.216 -
Perijinan 1.749.627 1.749.627
Penyusutan Aset Tetap 1.431.556 2.830.567 4.262.123
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Pajak Penghasilan Pasal 21 1.003.960 1.003.960
Transportasi Perjalanan Dinas 602.221 602.221
Pemeliharaan dan Perbaikan 488.190 488.190
Listrik dan Air 349.147 349.147
Pajak Bumi dan Bangunan 348.413 348.413
Administrasi Provisi Bank 337.203 337.203
Profesional 305.727 305.727
Administrasi Perusahaan Pabrik 241511 241511
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 241.212 241.212
Alat Tulis Kantor 225.314 225.314
Komunikasi 172.159 172.159
Representasi 170.196 170.196 -
luran Sumbangan 97.865 97.865 -
Asuransi 96.290 96.290
Latihan dan Pendidikan 3.590 3.590
Lain-Lain 4.968.341 4.968.341
Total 33.301.630 | 3.780.990 | 2.830.567 32.351.207
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Investasi 7.735.856 7.735.856 -
Pendapatan Penjualan Aktiva Tetap 349.000 349.000
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro 46.711 46.711 -
Laba Selisih Kurs 3.049 3.049
Total 8.134.617 - 7.782.567 352.049
Beban Operasi Lain

Beban Pajak 2.113.243 | 2.113.243 -
Beban Bunga Sewa Pembiayaan 200.373 200.373 -
Beban Bunga Pinjaman 46.994.399 | 2.915.544 44.078.854
Lain-Lain 27.134 27.134 -
Total 49.335.150 | 5.256.295 - 44.078.854
Penghasilan Kena Pajak 19.249.539 17.673.689

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Pelangi Indah Canindo Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:
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Tabel 4.20
PT Pelangi Indah Canindo Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal
Keterangan Menurut ' ' Menurut
Komersial | Koreksi | Koreksi Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Penjualan Lokal 776.299.232 776.299.232
Potongan Penjualan (62.089) (62.089)
Retur Penjualan (191.699) (191.699)
Total 776.045.443 - - 776.045.443
Beban pokok Penjualan
Beban Pokok Produksi 38.610.381 38.610.381
Persediaan Awal 214.729.997 214.729.997
Pembelian 633.896.436 633.896.436
Persediaan Akhir (204.410.487) (204.410.487)
Upah Langsung 11.239.045 11.239.045
Persediaan Barang dalam Proses
Awal 26.541.017 26.541.017
Persediaan Barang dalam Proses
Akhir (36.045.864) (36.045.864)
Persediaan Barang Jadi Awal 11.871.234 11.871.234
Persediaan Barang Jadi Akhir (12.658.542) (12.658.542)
Total 683.773.216 - - 683.773.216
Beban Usaha
Beban Penjualan
Pengiriman dan Pengepakan 8.220.207 8.220.207
Penagihan 612.155 612.155
Promosi 47.460 47.460 -
Sertifikat Tabung LPG 23.505 23.505
Beban Umum dan Administrasi
Gaji dan Tunjangan 9.445.776 9.445.776
Imbalan Pasca Kerja 4.018.550 | 4.018.550 -
Penyusutan Aset Tetap 2.355.795 | 1.645.483 710.311
Pajak Penghasilan Pasal 21 1.236.452 1.236.452
Perijinan 995.592 995.592
Administrasi Provisi Bank 762.684 762.684
Transportasi Perjalanan Dinas 581.386 581.386
Pemeliharaan dan Perbaikan 454.421 227.210 227.210
Listrik dan Air 359.310 359.310
Pajak Bumi dan Bangunan 349.427 349.427
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Alat Tulis Kantor 322.813 322.813
Administrasi Perusahaan Pabrik 243.439 243.439
Representasi 243.225 243.225 -
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 207.445 207.445
Profesional 201.500 201.500
Komunikasi 172.124 172.124
Asuransi 166.884 166.884
luran Sumbangan 91.687 91.687 -
Latihan dan Pendidikan 3.932 3.932
Lain-Lain 2.293.532 567.291 1.726.240
Total 33.409.310 | 6.840.907 - 26.568.402
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Investasi 4.010.160 4.010.160 -
Pelepasan Hak Atas Tanah 6.516.229 6.516.229 -
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro 521.456 521.456 -
Lain-Lain 144.224 144.224
Total 11.192.070 - 11.047.845 144.224
Beban Operasi Lain

Beban Pajak 606.769 606.769 -
Beban Bunga Sewa Pembiayaan 592.709 592.709 -
Beban Bunga Pinjaman 51.016.945 | 3.467.959 47.548.985
Rugi Selisih Kurs 36.473 36.473
Total 52.252.898 | 4.667.439 - 47.585.458
Penghasilan Kena Pajak 17.802.088 18.262.589

Sumber: Data diolah, 2021

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Pelangi Indah Canindo Tbk untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.21

PT Pelangi Indah Canindo Thk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal
Ket Menurut Menurut
elerangan Komersial | Koreksi | Koreksi Fiskal
Positif Negatif
Pendapatan
Penjualan Bersih
Penjualan Lokal 770.771.706 770.771.706
Potongan Penjualan (345.548) (345.548)
Retur Penjualan (265.467) (265.467)
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Total 770.160.690 - - 770.160.690
Beban pokok Penjualan

Beban Pokok Produksi 40.993.309 40.993.309
Persediaan Awal 204.410.487 204.410.487
Pembelian 621.420.777 621.420.777
Persediaan Akhir (197.131.372) (197.131.372)
Upah Langsung 10.006.850 10.006.850
Persediaan Barang dalam Proses

Awal 36.045.864 36.045.864
Persediaan Barang dalam Proses

Akhir (38.327.298) (38.327.298)
Persediaan Barang Jadi Awal 12.658.542 12.658.542)
Persediaan Barang Jadi Akhir (13.975.831) (13.975.831
Total 676.101.330 - - 676.101.330
Beban Usaha

Beban Penjualan

Pengiriman dan Pengepakan 8.589.151 8.589.151
Penagihan 522.436 522.436
Promosi 47.011 47.011 -
Beban Umum dan Administrasi

Gaji dan Tunjangan 11.282.254 11.282.254
Imbalan Pasca Kerja 4.453.492 4.453.492 -
Perijinan 2.271.214 2.271.214
Penyusutan Aset Tetap 1.760.294 1.544.310 215.984
Pajak Penghasilan Pasal 21 1.464.870 906.044 558.825
Transportasi Perjalanan Dinas 769.003 769.003
Pemeliharaan dan Perbaikan 456.226 456.226
Listrik dan Air 441.403 441.403
Pajak Bumi dan Bangunan 385.168 385.168
Administrasi Provisi Bank 356.579 356.579
Profesional 308.000 308.000
Administrasi Perusahaan Pabrik 302.612 302.612
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 289.291 289.291
Alat Tulis Kantor 280.607 280.607
Komunikasi 231.024 231.024
Representasi 217.047 217.047 -
luran Sumbangan 155.060 140.303 14.757
Asuransi 135.611 135.611
Latihan dan Pendidikan 4.000 4.000
Lain-Lain 1.885.508 1.885.508
Total 36.607.870 7.308.209 - 29.299.661
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Investasi 2.180.796 2.180.796 -
Pendapatan Hak Atas Tanah 2.012.780 2.012.780
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro 246.549 246.549 -
Pendapatan Lain-Lain 172.880 172.880
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Laba Selisih Kurs 14.548 14.548
Lain-Lain 449.172 8.175 440.997
Total 5.076.727 - 2.435.521 2.641.205
Beban Operasi Lain

Beban Pajak 608.844 608.844
Beban Bunga Sewa Pembiayaan 3.705.058 3.705.058 12.833.223 12.833.223
Beban Bunga Pinjaman 48.701.461 48.701.461
Total 53.015.364 | 3.705.058 12.833.223 62.143.530
Penghasilan Kena Pajak 9.512.852 5.257.375

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang
termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.22
Beda Tetap dan Beda Waktu PT Pelangi Indah Canindo Tbk

Keterangan Koreksi Positif Koreksi Negatif

Beda Tetap - Representasi - Bunga deposito dan jasa giro
- luran sumbangan - Pendapatan investasi
- Promosi - Pendapatan lain-lain  berupa
- Beban pajak dividen
- Biaya lain-lain - Pelepasan hak kepentingan
- Beban bunga pinjaman umum

Beda Waktu - Penyusutan aset tetap - Sewa pembiayaan
- Bunga sewa pembiayaan
- Imbalan pasca kerja

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi
fiskal PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat
dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana
yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara
penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini
terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum
sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh
PT Pelangi Indah Canindo Tbhk adalah metode saldo menurun sedangkan metode
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yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 4.23
Penyusutan Aset Tetap Pelangi Indah Canindo Tbk Tahun 2017-2019

Jenis Harta Umur Manfaat Umur Manfaat Penjelasan
Menurut Perusahaan | Menurut Pajak

Bangunan 20 tahun 20 tahun Penyusutan aset
menurut fiskal dihitung
berdasarkan
pengelompokan harta
berwujud yang
termasuk kedalam jenis
aktiva bangunan
permanen, dengan tarif
5%.

Mesin 10 tahun 16 tahun Menurut fiskal
termasuk kedalam
kelompok 3 dengan tarif
penyusutan sebesar
6,25%.

Peralatan pabrik 10 tahun 8 tahun Menurut fiskal
termasuk kedalam
kelompok 2 dengan tarif
penyusutan 12,5%.

Instalansi 10 tahun 16 tahun Menurut fiskal
termasuk kedalam
kelompok 3 dengan tarif
penyusutan sebesar
6,25%

Kendaraan 5 tahun 4 tahun Menurut fiskal
termasuk kedalam
kelompok 1 dengan tarif
penyusutan sebesar
25%.

Inventaris kantor 5 tahun 4 tahun Menurut fiskal
termasuk kedalam
kelompok 1 dengan tarif
penyusutan sebesar
25%.

Sumber: Data diolah, 2021
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2) Penghasilan

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan jasa giro atas transaksi yang bersifat
final berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Pajak Penghasilan.

b. Pendapatan investasi atas penjualan saham di bursa efek yang telah dikenai pajak
bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

c. Penghasilan berupa pelepasan hak atas tanah yang bersifat berdasarkan pasal 4
ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Penghasilan.

d. Pendapatan lain-lain yang berupa penghasilan dividen yang berasal dari
cadangan laba ditahan berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 112 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

a. Sumbangan berupa dana perayaan keagamaan seperti hewan kurban (Idul Adha)
berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya

b. Imbalan pasca kerja berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana
cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto

c. Beban promosi yang tidak didukung bukti-bukti yang sah dan tidak dapat
dibuatkan daftar normatif sebagaimana yang dimaksud kedalam pasal 9
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

d. Biaya representasi untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan dapat
dikurangkan dari bruto maka wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya
tersebut telah benar-benar dikeluarkan untuk hal yang berhubungan dengan
kegiatan perusahaan. Akan tetapi dalam hal ini PT Pelangi Indah Canindo tahun
2017 tidak dapat menunjukan daftar normatif dari biaya representasi tersebut.
Hal ini sesuai dengan ketentuan SE-27/PJ.22/1986, syarat biaya entertaiment
atau representasi ini dapat dikurangkan dari penghasilan apabila terdapat bukti-
bukti yang mendukung pengeluaran tersebut.
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e. Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin termasuk kedalam KEP-220/PJ/2002
dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin
pada tahun terjadinya pengeluaran.

f. Beban lain-lain yang termasuk kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang berupa dana pemeliharaan
lingkungan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

g. Beban pajak yang termasuk Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan karena biaya pajak tersebut merupakan
pajak penghasilan

h. Beban bunga sewa pembiayaan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena terdapat perbedaan antara
komersial dan fiskal. Dalam laporan keuangan komersial perusahaan hanya
mengakui beban bunga dan beban penyusutan. Sedangkan secara fiskal,
perusahaan bolen membebankan pembayaran tahunan angsuran sewa guna
usaha yang terdiri dari bunga dan angsuran pokok. Hal ini menyebabkan
timbulnya beda waktu karena pada akhir masa sewa guna usaha nilai aktiva yang
diakui secara akuntansi dan fiskal sama. Pada tahun 2017 perusahaan mengakui
angsuran pokok sewa usaha, hal inillah yang tidak dapat diakui oleh fiskal
sebagai beban bunga.

i. Beban bunga pinjaman berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Pajak Penghasilan, karena jumlah rata-rata pinjaman sama
besarnya dengan jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito
berjangka lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman
tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

4) PPh Terutang

Tabel 4.24
PPh Terutang PT Pelangi Indah Canindo Thk tahun 2017-2019
Ket Tahun
elerangan 2017 2018 2019

Penghasilan Kena Pajak 17.673.689.000 | 18.262.589.000 5.257.375.000
PPh Terutang (25%) 4.418.422.250 4.565.647.458 1.314.343.750
Kredit Pajak:
PPh 22 14.916.665 141.947.580 279.122.020
PPh 23 218.852.786 255.940.287 370.877.484
PPh 25 4.125.832.599 4.108.275.303 -
PPh Terutang (kurang bayar) 58.820.200 59.484.288 664.343.666

Sumber: Data diolah, 2021




82

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang untuk
tahun2017- 2019 PT Pelangi Indah Canindo Thk lebih besar dibandingkan kredit pajak
pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan kurang bayar.

4.3.5 Rekonsiliasi Fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Tembaga Mulia Semanan Tbk untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.25

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
eterangan Komersial | Koreksi | Koreksi Fiskal
Positif Negatif

Pendapatan

Penjualan Bersih

Batangan dan Kawat Tembaga:

Domestik 4.563.289.777 4.563.289.777

Ekspor 2.900.113.276 2.900.113.276
Sub Total | 7.463.403.053 7.463.403.053

Batangan Aluminium:

Domestik 814.381.985 814.381.985

Ekspor 130.578.658 130.578.658
Sub Total 944.960.644 944.960.644

Total 8.408.363.698 - - 8.408.363.698

Beban Pokok Penjualan

Beban Produksi 8.373.374.294 8.373.374.294

Persediaan Barang Jadi Awal 75.016.955 75.016.955

Persediaan Barang Jadi Akhir (350.944.519) (350.944.519)

Total 8.097.446.730 - - 8.097.446.730

Beban Usaha

Beban Penjualan

Ongkos Angkut dan Beban Ekspor 41.429.201 41.429.201

Komisi 4.898.577 4.898.577

Bahan Kemasan 3.751.861 3.751.861

Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan 3.530.717 3.530.717

Penyusutan Aset Tetap 172.791 172.791

Lain-Lain 63.905 63.905

Beban Umum dan Administrasi

Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan 20.092.686 2.615.362 17.477.323
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Asuransi 5.518.859 5.518.859
Biaya Keamanan dan Kebersihan 5.163.820 5.163.820
Biaya Jasa Profesional 3.527.397 3.527.397
Penyusutan Aset Tetap 3.177.290 3.183.387 6.360.677
Lain-Lain 12.650.756 747.088 11.903.668
Total 103.977.865 3.362.451 3.183.387 103.798.801
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Keuangan 903.285 903.285 -
Laba Atas Penjualan Aset Tetap 95.581 95.581
Pendapatan Lain-Lain 2.509.319 1.182.537 1.326.782
Total 3.508.186 - 2.085.822 1.422.363
Beban Operasi Lain

Beban Keuangan 56.932.665 56.932.665
Rugi Selisih Kurs 5.351.554 5.351.554
Beban Lain-Lain 4.230.755 3.048.218
Total 66.514.976 - - 66.514.976
Penghasilan Kena Pajak 143.932.312 142.025.553

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan
laba rugi PT Tembaga Mulia Semanan Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk

Tabel 4.26

Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan

Menurut

Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi
Positif

Komersial

Koreksi
Negatif

Menurut
Fiskal

Pendapatan

Penjualan Bersih

Batangan dan Kawat Tembaga:
Domestik

6.139.528.076

6.139.528.076

Ekspor 3.393.057.808 3.393.057.808
Sub Total | 9.532.585.884 9.532.585.884

Batangan Aluminium;

Domestik 924.021.184 924.021.184

Ekspor 219.242.977 219.242.977
Sub Total | 1.143.264.161 1.143.264.161

Total 10.675.850.046 - - 10.675.850.046

Beban Pokok Penjualan
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Beban Produksi 10.146.116.313 10.146.116.313
Persediaan Barang Jadi Awal 375.112.754 375.112.754
Persediaan Barang Jadi Akhir (180.896.217) (180.896.217)
Total 10.340.332.850 - - 10.340.332.850
Beban Usaha

Beban Penjualan

Ongkos Angkut dan Beban Ekspor 47.506.252 47.506.252
Komisi 6.184.168 6.184.168
Bahan Kemasan 4.414.040 4.414.040
Gaji, Upah dan Imbalan

Karyawan 3.377.070 3.377.070
Penyusutan Aset Tetap 65.396 65.396
Lain-Lain 64.686 64.686
Beban Umum dan Administrasi

Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan 20.717.575 122.335 20.595.240
Keamanan dan Kebersihan 6.852.090 6.852.090
Jasa Profesional 5.248.030 5.248.030
Asuransi 4.228.509 4.228.509
Penyusutan Aset Tetap 2.871.075 | 1.166.212 1.704.862
Lain-Lain 10.845.400 813.643 10.031.756
Total 112.374.297 | 2.102.192 - 110.272.105
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Keuangan 927.218 927.218 -
Laba Atas Penjualan Aset Tetap 103.915 103.915
Pendapatan Lain-Lain 1.901.847 696.680 1.205.166
Total 2.932.981 - 1.623.899 1.309.082
Beban Operasi Lain

Beban Keuangan 56.266.823 56.266.823
Rugi Selisih Kurs 38.214.794 38.214.794
Beban Lain-Lain 8.455.702 8.455.702
Total 102.937.319 - - 102.240.638
Penghasilan Kena Pajak 123.138.560 123.616.853

Sumber: Data diolah, 2021




Tabel 4.27
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019
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(Dalam Ribuan Rupiah)

Rekonsiliasi Fiskal

Ket Menurut Menurut
elerangan Komersial | Koreksi Koreksi Fiskal
Positif Negatif

Pendapatan

Penjualan Bersih

Batangan dan Kawat

Tembaga:

Domestik 6.002.508.079 6.002.508.079

Ekspor 1.404.357.720 1.404.357.720
Sub Total | 7.406.865.800 7.406.865.800

Batangan Aluminium:

Domestik 725.393.848 725.393.848

Ekspor 141.160.236 141.160.236
Sub Total 866.554.085 866.554.085

Total 8.273.419.885 - - 8.273.419.885

Beban Pokok Penjualan

Beban Produksi 8.113.142.984 8.113.142.984

Persediaan Barang Jadi

Awal 177.023.706 177.023.706

Persediaan Barang Jadi

Akhir (297.548.572) (297.548.572)

Total 7.992.618.119 - - 7.992.618.119

Beban Usaha

Beban Penjualan

Ongkos Angkut dan Beban

Ekspor 32.328.358 32.328.358

Komisi 6.466.085 6.466.085

Bahan Kemasan 3.800.435 3.800.435

Gaji, Upah dan Imbalan

Karyawan 3.240.723 3.240.723

Penyusutan Aset Tetap 53.424 53.424

Beban Umum dan

Administrasi

Gaji, Upah dan Imbalan

Karyawan 21.933.632 94.818 21.838.814

Keamanan dan Kebersihan 7.225.580 7.225.580

Jasa Profesional 6.033.119 6.033.119

Asuransi 4.790.577 4.790.577




Penyusutan Aset Tetap 2.664.984 2.460.227 5.125.211
Lain-Lain 12.390.073 828.280 11.561.792
Total 100.926.995 923.098 2.460.227 102.464.124
Pendapatan Operasi Lain

Pendapatan Keuangan 2.764.549 2.764.549 -
Pendapatan Bunga Atas

SKPLB 18.700.717 18.700.717
Laba Atas Pelepasan Aset

Tetap 1.978.285 1.978.285
Pendapatan Lain-Lain 5.144.469 1.524.331 3.620.137
Laba Selisih Kurs 29.515.245 29.515.245
Total 58.103.268 - 4.288.881 53.814.386
Beban Operasi Lain

Beban Keuangan 111.614.948 111.614.948
Beban Lain-Lain 13.603.380 13.603.380
Total 125.218.328 - - 125.218.328
Penghasilan Kena Pajak 112.759.709 106.933.699

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang
termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.28
Beda Tetap dan Beda Waktu PT Tembaga Mulia Semanan Thk

Keterangan Koreksi Positif Koreksi Negatif
Beda Tetap - Jamuan, representasi dan - Bunga deposito dan jasa giro
sumbangan
- Biaya lain-lain
Beda Waktu - Penyusutan aset tetap tahun 2018 - Pemulihan atas penyisihan
- Imbalan kerja penurunan nilai piutang
- Penyusutan aset tetap tahun
2017 dan 2019

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai
rekonsiliasi fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai
berikut:

1) Penyusutan
a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak

Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
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penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat
dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana
yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara
penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini
terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum
sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk sama dengan metode yang digunakan oleh
perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.29
Penyusutan Aset Tetap Tembaga Mulia Semanan Tbk Tahun 2017-2019

Jenis Harta

Umur Manfaat
Menurut Perusahaan

Umur Manfaat
Menurut Pajak

Penjelasan

Bangunan  dan

prasarana

5-20 tahun

20 tahun

Penyusutan aset menurut
fiskal dihitung
berdasarkan
pengelompokan  harta
berwujud yang termasuk
kedalam jenis aktiva
bangunan permanen,
dengan tarif 5%.

Mesin dan

peralatan

5-15 tahun

16 tahun

Menurut fiskal termasuk
kedalam kelompok 3
dengan tarif penyusutan
sebesar 6,25%.

Alat-alat
pengangkutan

5 tahun

4 tahun

Menurut fiskal termasuk
kedalam kelompok 1
dengan tarif penyusutan
25%.

Peralatan kantor

5-10 tahun

8 tahun

Menurut fiskal termasuk
kedalam kelompok 2
dengan tarif penyusutan
sebesar 12,5%

Perangkat lunak

5 tahun

4 tahun

Menurut fiskal termasuk
kedalam kelompok 1
dengan tarif penyusutan
sebesar 25%.

Sumber: Data diolah, 2021
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a. Pendapatan pada penghasilan keuangan terdapat penghasilan bunga deposito

yang sudah dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pajak yang
dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

. Pendapatan lain-lain berupa penyisihan (pemulihan) atas penurunan nilai
piutang karena terdapat perbedaan waktu antara komersial dengan fiskal.
Menurut komersial perusahaan pemulihan cadangan penurunan nilai piutang
dapat diakui sebagai pendapatan, sedangkan menurut fiskal pendapatan tersebut
sifatnya tidak rill sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan yang
dikecualikan perusahaan dapat membuat cadangan sebagaimana yang diatur
lebih lanjut dalam PMK 81/2009 s.t.d.t PMK 219/2012.

3) Biaya yang tidak dapat dibebankan
a. Perbedaan antara menurut komersial dan menurut fiskal pada pos gaji, upah dan

imbalan kerja berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana
cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto.

. Beban lain-lain berupa sumbangan yang termasuk kedalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari
santunan Anak Yatim, pembagian hewan kurban kepada masyarakat dekat
lingkungan perseroan bertepatan dengan Idul Adha, serta donasi kesejahteraan
dan keamanan di lingkungan Perseroan melalui kepala masyarakat yang tidak
dapat dikurangkan sebagai biaya.

4) PPh Terutang

Tabel 4.30
PPh Terutang PT Lion Metal Works Tbk tahun 2017-2019
Ket Tahun
elerangan 2017 2018 2019

Penghasilan Kena Pajak 142.025.553.000 | 123.616.853.000 | 106.933.699.000
PPh Terutang (25%) 35.506.388.250 30.904.213.250 |  26.733.424.750
Kredit Pajak:

PPh 22 124.737.303.072 | _139.826.334.888 | 114.485.921.848
PPh Terutang (lebih bayar) (89.230.914.822) | (108.922.121.638) | (87.752.497.098)

Sumber: Data diolah, 2021
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Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang
untuk tahun 2017- 2019 PT Tembaga Mulia Semanan Thk lebih besar dibandingkan
kredit pajak pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan kurang bayar.

4.4 Pembahasan dan Interprestasi Hasil Penelitian Pada Perusahaan-
Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis rekonsiliasi fiskal
atas laporan keuangan komersial terhadap 4 sampel penelitian yaitu PT Betonjaya
Manunggal Tbk, PT Steel Pipe Industry Of Indonesia, PT Lion Metal Works Tbk, PT
Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Tembaga Mulia Semanan dapat dilakukan
pembahasan antara keseuaian dan ketidaksesuaian teori dengan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Dalam prinsip akuntansi pendapatan dan biaya memiliki kepentingan yang
berbeda dengan perpajakan. Menurut PSAK, pendapatan merupakan pendapatan
sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal
entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas,
yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Salah satu pendapatan lain-lain
yang dilakukan koreksi fiskal adalah pendapatan jasa giro karena telah dikenakan
pajak yang bersifat final. Sedangkan biaya dapat didefinisikan sebagai sejumlah harga
yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang dengan harapan agar
dikemudian hari memperoleh keuntungan. Biaya dipakai dalam penyusunan neraca
yang dianggap mampu memberikan manfaat sehingga dianggap aktiva dan berupa
biaya yang belum terpakai. Berbeda dengan biaya, beban merupakan suatu penurunan
manfaat ekonomi sekama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau
berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas
yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban akan masuk ke
dalam penyusunan laporan laba rugi yang dianggap tidak memberi manfaat termasuk
pengeluaran yang telah terpakai, dan periodenya kurang dari satu tahun. Beban yang
dikoreksi fiskal disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor
11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Terdapat beberapa akun-akun yang belum cukup memenuhi tingkat kepatuhan
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terdapat penempatan pendapatan dan biaya yang
tidak sesuai dengan peraturan perpajakan pada pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 Undang-
Undang Pajak Penghasilan Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Serta pada
penyusutan dan amortisasi aset tetap yang belum sesuai dengan pasal 11 dan 11A
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka setelah menyusun laporan keuangan,
perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal dijadikan sebagai dasar untuk
membuat SPT PPh yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Hal ini terjadi karena
pada umumnya laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.
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Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya telah melakukan
ketentuannya sebagai wajib pajak badan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal
terhadap laporan keuangan komersial, namun setelah peneliti melakukan perhitungan
kembali terhadap laporan keuangan komersial milik perusahaan yang telah dikoreksi,
terdapat beberapa pos-pos pendapatan dan biaya yang masih belum sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Selain itu terjadi peningkatan pada jumlah penghasilan kena
pajak sebagai dasar penentuan pajak penghasilan terutang yang telah disesuaikan
dengan peraturan perpajakan. Adapun yang mengalami penurunan jumlah penghasilan
kena pajak sebagai dasar penentuan pajak penghasilan terutang yang telah disesuaikan
dengan peraturan perpajakan jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan
terutang berdasarkan data laporan keuangan komersial.

Pada hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Muchson dan Widiawati,
2017) dan (Siswoyo, 2015). Terdapat kesamaan hasil penelitian, dimana objek
penelitiannya sudah melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laporan
keuangan komerisal sehingga peneliti hanya perlu mengkoreksi apakah telah sesuai
dengan ketentuan perpajakan atau belum. Sedangkan terjadi perbedaan dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (limiyono et al., 2018), (Pratiwi, 2019), (Sari,
2018), (Zovira dan Widjaja, 2019), dan (Kiswara, 2017). Hasil penelitian yang
dilakukan berbeda, dimana objek penelitiannya belum melakukan rekonsiliasi fiskal
sehingga perlu dilakukan perhitungan pada laporan keuangan komersial untuk
menentukan pajak penghasilan terutang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang
Perpajakan.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,
Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya merupakan perusahaan go
public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menyusun laporan keuangan
komerisalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyusun laporan
keuangan fiskalnya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan
Komersial Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-
2019. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian diatas, maka dapat
diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan-perusahaan Sub
Sektor Logam dan Sejenisnya pada pos-pos pendapatan dan biaya-biaya telah
sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Setelah dilakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial
pada perusahaan-perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya menghasilkan
perubahan terhadap penghasilan kena pajak sehingga adanya perbedaan pengakuan
antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3. Setelah dilakukan koreksi fiskal, terdapat perubahan yang signifikan terhadap laba
bersih sehingga menimbulkan peningkatan dan penurunan jumlah penghasilan kena
pajak yang menyebabkan pajak penghasilan kurang bayar dan lebih bayar pada
perusahaan-perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya tahun 2017-20109.

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Bagi Akademik/Teoritik

Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi khususnya
akuntansi perpajakan. Dan diharapkan dapat membangun pengetahuan mengenai
rekonsiliasi fiskal secara lebih luas, serta menggali lebih dalam lagi tentang pos-pos
biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dalam ketentuan
perpajakan.
2. Kegunaan Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu menentukan objek penelitian yang baru dan
menambahkan tahun periodenya agar hasil penelitian dapat meyakinkan sehingga
lebih bermanfaat.
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3. Kegunaan Bagi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk
tetap menjaga penyusunan rekonsiliasi fiskal pada akun pendapatan dan biaya yang
sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat
dipakai oleh pihak manajemen untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi
masalah yang ada, yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen.
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Lampiran |

Tarif Pajak Efektif (TER) Pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya

Tahun 2017-2019

Tarif Pajak efektif = Beban Pajak/Laba Bersih Sebelum Pajak

(Dalam Rp)

No Kode Tahun | Beban Pajak Laba Bersih Sebelum | TER

Perusahaan Pajak

2017 3.366.129.844 14.737.057.056 | 0,228

1. BTON 2018 6.424.162.809 34.236.874.970 | 0,188
2019 1.522.503.710 2.890.115.839 | 0,527

2017 11.796.000.000 20.430.000.000 | 0,577

2. ISSP 2018 10.899.000.000 59.640.000.000 | 0,183
2019 47.599.000.000 233.293.000.000 | 0,204

2017 10.892.495.785 20.175.438.794 | 0,540

3. LION 2018 9.228.951.178 23.908.625.171 | 0,386
2019 4.836.925.088 5.763.388.287 | 0,839

2017 2.425.158.838 19.249.539.064 | 0,126

4, PICO 2018 2.071.680.068 17.802.088.413 | 0,116
2019 7.487.452.046 9.512.852.856 | 0,787

2017 41.188.737.984 143.932.312.692 | 0,286

5. TBMS 2018 30.786.837.696 123.138.560.817 | 0,250
2019 28.710.771.933 112.759.709.825 | 0,255
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Rata-Rata Tarif Pajak Efektif (TER) Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor

Lampiran 11

Logam dan Sejenisnya Pada Tahun 2017-2019

(Dalam %o)
KODE
Tahun Rata-Rata | MIN | MAX
BTON | ISSP | LION | PICO | TBMS
2017 0,228 0,577 0,540 0,126 0,286 0,351 | 0,126 | 0,577
2018 0,188 0,183 0,386 0,116 0,250 0,225 | 0,116 | 0,386
2019 0,527 0,204 0,839 0,787 0,255 0,522 | 0,204 | 0,839
Rata-Rata 0,314 0,321 0,588 0,343 0,264 0,366 | 0,264 | 0,588
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Lampiran 111

Laporan Laba Rugi

PT BETONJAYA MANUNGGAL Tbk Tahun 2017

PEM.RIALAN BEREIH

BEBAN POKDK PEMJUALAK
LARA BRUTO

Besban Perjualan

Betan Umum dan Administasi

Kisunungan (Kemgian| Kurs
Mata Lang Asing - Bersih

Betan Lainmya - Barsih

LARA [RIMSH ) EBAHA

Penghasitn Bunga
Eagian Lata Bersih
Enfitas Asnsinsi

SEBELLM PAAK

Manfaa! (Bishan) Pk Penghasiban
LARA [RIAGH) TAHUS BERIALAN

PEMGHASILAN KOMPREHENSIF LAN
P - P yamg Tidak Akan
Direklasifkcesi kn Laba Rugi
Penguioran Kembal s Labilts
Imbalan Pasti
Penguinrmn Kemhai idas Liahiltas
Imhatan Pasti « Enbitas Assosimi
Pajk Penghasian Tedkal
Pos « pos yang Tidak Akan
Direkiasifikarsi ke Laba Rugi

Prosi « Pos yang Akan Diroklasifikasi
k2 Laba Rugi
Laka {Rugi) Belm Dirsalisasi dari
Elek yang Tersadia untuk Djual
Eagian Laba - dari laba
Blstum lerealisasi atas ofek tarsedia
unituk: dijuak Enfitas Asosias
Papk Penghasian Terkal
Po - pos yang Akan
Dieddarsificani ko Laha Rugi
PEMGHAZILAN KOMPREHENSIF LAN
TAHLS BERIALAN SETELAH PAJAK
TOTAL LABA [RUGH KOMPREHENSIF
TAHLM BER.LAL AN

Laka jrugi] bersih per saham desar

Catatan! 017 e
Motes Rp Rp
g 17 &8 M0, BE2 960 2 760, 109, BED
g, 18 (B8 1,842 761) {81, 75, T 504 |
18,988 00,19 AT 408 3 5
13 (230 Br38 43 (37817 568
0 (7 ABE 002 388) (7762, 144,958}
432 A6 ST [2.918, 598 671
220,654 807 [50,460.090)
12 382 B34 378 {5881 3272
H 1,518,142 g} 1,068,544.054
g 26,283, M1 57 500,254
14,737, 05T 065 [BL214,E98 BE4)
1% (3,366,129 344) 223,960 05
11,370 827 212 [BLA74, 71T 84|
px] B4, B3 220 (2 E5 |
g A6, 211 6 ELECRET
124 (16,185 230 55, 166,429
5 (502 Bl 400 75,547 B0
g (3 02 801) 4 04 358

5,1 125 700 350 (8 531,900

— (ARESSSE) _ HOSTIZM

11,105 562 258 [ELET, 186 B

n 1574 :E.P]I
T
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NET SALES

COST OF GOODSE SOLD

GROSS PROET

Safing Expenises

G and Adninisraive Expenses

Gawe [Loks] on Forygn
Enthisnge - el

Offiers Enpantas - Nal

OPERATING INCOME (LOES)

Infeness Incoome
e Equity Gaie
i Ashorafes

OPERATING IWCOWE (LDES)
BEFORE TAXES

inzome Tax (ExpensesyBansfy
INCOME 1 0S5} FOR THE YEAR

OTHER COMPRENENSIVE INCOME
Bems That! WAT Nor Be Reclassifed
T Profit or Lozs
Femsasunsmant of Definsd
Benefit Oligadion
FeEmaasuraman of Defined
Berm il Ofibga b - ditosiate
Incame Tar Relabed ffems
Mo Ba Radlasafed o
Pt and Logs
irewes That May Be Raciassified
Subsaguently To Proff or Loss
Lnmeafiesd Gan Loss) o Sacunies
Avadabis for Sl
Proff - of pd
anvealkired guin on Becunfes
avaisiie by sals-dainciale
Intoma Tax Rsisiss
B Ba Rec safed b
Pt and Logs
OTHER COMPREHENEIVE
[NCOME [OCH FOR THE YEAR
TOTAL COMPRENENENE
[NCOME [LOSS) FOR THE YEAR

Basic net earnings Joss) per share



Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut
laporan laba rugi dengan laba kena pajak

adalah sebagai berikut:

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Menurut
Laporan Laba Rugi

Bagian Laba Entitas Asosiasi
Total

Perbedaan Waktu :
Cadangan (Pemulihan ) Kerugian
Penurunan Nilai Piutang
Penyusutan Aset Tetap
Imbalan Kerja (Catatan 23)
Akrual Pendapatan
Bunga Deposito
Total

12. Perpajakan (Lanjutan)

Current Tax

A reconciliation between income bhefore tax per
statement of income and taxable income is as
follows:

2017 2016
Rp Rp
Income (Loss) Before Tax per
14,737,057.056 (8,214 698 964) Statements of Income
(226,263,341) (697,500,254) Net Equity Gain on Associate
14,510,793,715 (8,912,199,218) Total

(16,145,084)
(1,299,799,519)
457,748,616

Timing Differences :

(858,195,987)

Allowance (Recovery) for
3,958,109 Impairment Loss
(1,130,140,374) Depreciation
338,962,561 Employee Benefits (Note 23)
Accrued Deposits
56,842 543 Interest Income
(730,383,161) Total

12. Taxation {Continued)

Perbedaan yang Tidak Dapat

Diperhitungkan Manurut Fiskal :

Sumbangan dan Jarmuan

Bizya Pajak

Penghasilan bunga yang telsh
dikenakan pajak final

Beban Pajak Final atas
Rewvaluasi Asat Tetap

Lain-lam

Total

Laba/{Rugi) Kena Pajak

Kompensasi Rugi Fiskal
Tahun Lalu

Laba Kena Pajak

2017 2018
Rp Rp
Nondeductible Expanses
(Mantaxabie Incame) :
357,130,000 159,500,000 Danations and Enfartainment
1,500,000 29,707 147 Tax Chamgas
Interest income subjacted
(1,518,142 B40) (1,126,356, 508) to final tax
Final Tax Expensza of
- 653,303,029 Fived Asseat Revaluation
71,053,246 139,481,720 Others
{1,088,459,354) {144,364,702) Total
12,564,138,334 (9,786, 947 081) Taxable Income/Loss)
Compensated Fscal Loss
(B, 786,847,081) - Prior Year
2,777,191,253 (9,786,947 081) Taxable Income

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah

sebagal berikut:

Tarif Pajak yang Berlaku:
25% x Rp2.777.191.000

Total

Dikwrangi Pajak Dibayar Dimuka
Pajak Panghasilan
Pasal 22
Pasal 25
Total
[Utang)Lebih Bayar
Pajak Kini

The details of current tax expense and payable
are as follows:

2017 2018
Rp Rp
Tax Expense af Effective Tax Rafa:
(694_287,750) - 25% x Rp2, 777,191,000
Edd. 287780 - Total
Lass Prapaid income Tax
Income Tax
14,786,158 B,089,000 Articla 22
- a74,054 400 Article 25
14,786,155 882,143,400 Total
Current (Tax Payablel
(679,511,581) 882,143,400 COwer Payment
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